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1\1 emperhatikan 

GIJDEIINUn LAl\IPUNG 

KEPUTU~ANGUBERNUR LAMPllNG
 
NOMOR: G /1')t; / RIll / HK / 2011
 

TENTANG
 

EVALUASI RANCANGAN PER>\TURAN DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
 

RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAl\IPUNG,
 

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan tentang 
Retribusi Daerah telah diev aluasi sesuai denaan ketentuan 

~ 
Pasal 189 t.ndanv­e 

Undang Nomor 32 Tahun 200-l- tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Pajak Daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah: 

I.	 Undang-Undang Nornor 1.+ Tahun 196.+ tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I 
Lampung: 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200-l- tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008: 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dat:rah dan Retribusi 
Daerah: 

.+.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-undangan: 

5.	 Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah. Pernerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serra Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai \Vakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011: 

8.	 Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

Surat Menteri Keuane.m Nomor : S-1 06'+/MK. 7/2011 tanggal 22 Desernber 20 II hal... 
Hasil Evaluasi 9 (sembilan) Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi 

Daerah. 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI R4.NCANGAN 
PER4.TURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH. 

KLSATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan scgera 
melakukan penyernpurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah. dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
di tetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila 
dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tang ] 

CUBE 

.. 

Ternbusan : 
1. vlenteri Dalam Negeri RI di Jakarta: 
2. Menteri Keuangan R1 di Jakarta: 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwal.ilan Lampung di Bandar Lampung: 
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda: 
5. lnspektur Provinsi Larnpung di Bandar Lampung, 



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 

No 
1 

1 Dasar Hukum 
Mengingat 

2 Ketentuan Umum 

3 

4 

Cara Mengukur 
Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Prinsip dan 
Sasaran Dalam 
Penetapan 
Besarnya Tarif 

-----", 

NOMOR 
TANGGAL: 

: GI 

EVALUASI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 

Rumusan Raperda 
3 

19.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

~~ 
~ril~~daftafaft~k=RetriEH-jsH)ocrah yaAQ 
~Bl~ya--€ii&tAg~~€!aloh surat--yong 
di~a~ch 'Naj~isusi~~f}O*aA osyok 
RffifIDlt~~~OOa9ai€ lawfJJcrhittJft9ilfl 
da~-l3ayaraA Retriswsi yOf'lg tGFt:lutan~M 

I Reratur'@r:l-P--BAJ-Rda{:lg-unda~ 

/\AQka-24 
~etilf}an Retribusi Daerah-¥urang Ba-yar 
~ftan, YOR§l sela~tn)'a dapaklising~~ 

~~at- K.cpllitlsan )'01'"19 Monomukan TarnbahaA 
a-ta~l~aAgtolaR c»t-etapka++ 

Pasal 6 
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi 
penggunaan Tempat Parkir. 

Pasal 7 
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

19.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keungan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2010; 

Dihapus. 

Dihapus. 

Pasal6 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir di Tepi 
Jalan Umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan 
frekuensi penggunaan tempat parkir. 

I	 Pasal 7 
(1)	 Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya 

i 

Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya I tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan 
penyediaan jasa yanq bersanqkutan, kcmampuan I biLlya. pcnycdiaan . jasa yanq bcrcanqkutan. 
rnasyarakat, aspek keadilan, dan. t:-.Iektivitas pengendali8l1 kernarnpuan rnasyarakat. aspek ke adilau, dan 
atas pelayanan tersebut. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

...- -_.. .. _._--.- _._---_.- -_.- -----­

IB.lII/HK/2011 

Keterangan 
-------jl

5 

Disempurnakan dengan 
adanya perubahan 

Pasal 1 angka 18 dan 
angka 21 dihapus karena 
tidak diperlukan dalam 
pemungutan Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum. 

Pasal 6 disempurnakan 

Pasal 7 disempurnakan 
dengan menambahkan 
ayat (2) baru 

,
 



-	 ---_. ---------~-----

2 3 4 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya 
modal. 

6AB=X 
SURAT PENOAf4ARA-N 

~45 

n~isi £PdORD. 
{2) SPdORD sElbagaimaAamaksud ~ada aj'at (1) diisi 

€lGngaA jEllas, booar €l~n~ka~ sElrta=€litanaataFl§Jani 
~=Wajib rOOibtiS4 ataw kuasanyao 

~~----=tata Gam ~en§JlslaFl Gafl 
~pai-aA £P~O sElbag-aim-ana dirnaksl:l4---f7aaa 
ay~atuf"---le~~~~~ok 

BAB--Xl 
P£-NETAAAN=RE:r~St 

Pasal16 
f1+=-~as-a-r#aA=-&~a~~j-am 

Rasa/ 1!ii a~}4itffi-a-pka~~ 

m&leffiitk-aft=--SK~atalld~mEln lain ~ 

Qtf**"oGam-ak-a-fu 
~-)=Af:1-a-bi/a bGf:d-asarl,an Aastl p@m@fil,saan----dan 

rntemwkan-d-ata-baru=atau~a -Ya-flg G@mu~~ 

t~8~yefrabl~n penambahan jum\-a~ 

rernoosi yan~ t€lFyt~arkan£KRQ~ 

P) BenttJl" isi dan tata=eaFa pen~an £KRQ atatJ 
~tHflen lain dipersamakan selmgairnano dirnokwd 
pa€lo oyot=(~n £KR .. 
f*l€l-a--~t (2), akoo €liat~lebih lanjllt €leFl~an 

Per-atYFan Bup-a-U-, 

5 Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 

I (1) 
I (2) 

BAB XII BAB XII 
*A~R-A=P-E--MUNGYeTAN PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 

Pasa/17 PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN 
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. PEMBAYARAN 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Pasal 17 

5 

Pasal 15 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Parkir di Tepi Jalan Umum 
tidak memerlukan 
pendataan dari wajib 
retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

Pasal 16 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Parkir di Tepi Jalan Umum 
tidak memerlukan 
pendataan dari wajib 
retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

t.	 Pasal 17 ayat (4) 
dihapus, karena telah 
diatur dalam Pasal 20. 

2	 Pasal17 ayat (5) 
Raperda dihapus, 

1 
Penundaan dokumen lain yang dipersamakan. (1) Pernunqutan Retribusi tidak dapat diboronqkan karena akan diatur 
Pcrnbayaran I (3) Dokumen lain yang drpersarnakan sebaqarrnana (2) Retnbusi dipungut dengan menggunakan SKRD I dalam pasal baru 

dlmaksud. pad.a ay.at (1), dapat berupa karcis, kupon, ataU.dokumen lain yang dipersamakan. 1 
C!§f2J<artu lang_ga~an~_ _	 __ _ __ _ _ 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan 
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4) Dalam Ral Wajib R@t~busi tert@nt~I (3) 
~~a 'Nakhmya ===EltmJ kyranQ m&nbayaf, 
€/tkel'lakafl=Saflksi a6~&~4jpa bunQa sebesaf: 
2Pk (€IY9=f)CfcWn) sett~j~~s4=¥~ 1(4) 
tefbIt~n~«:iak=a~~~~anc»t-agrn 
~~I(an STRD, 

(0) POAagtoofl R@tfioosi seba~imafla €Iimaksud==-pa€la 
~ (4) €IidaflUlyi €lenQan SYrat T~fan. 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kareis, 
kupon, dan kartu langganan. 
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 

3. Pasal 17 ayat (6) 
Raperda disempurnakan 
dengan mengubah 
"penagihan " menjadi 
"pemungutan". 

4. Urutan pasal 
disesuaikan. 

1348 XIU
 
TATA CARA, PE1\'l-8A-¥ARAt-j OAN--oP6f'IAGIHAN
 

Pasal 18
 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima be/as) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, S¥RDKBT dan 
STRD. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

I PasaW9 

Pasal 18 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat­

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

BAS_._ . 

1.	 Pasal 18 ayat (2) Raperda 
disempurnakan dengan 
menghapus dokumen 
SKRDKBT dan STRD. 

2	 Dokumen SKRDKBT tidak 
diperlukan dalam 
pemungutan retribusi 
karena pemungutan 
retribusi bersifat official 
assessment, sedangkan 
dokumen STRD 
merupakan dokumen 
penagihan. 

3	 Urutan pasal disesuaikan. 

Pasal 19 diubah menjadi 

I . 
L~_~ --~-

. ~~-tltang berdasarkan SKRD ataw €Irnwmoo 
Ii;lffi---yan~ cttpefsarnakan, SKRDKBT, STRD dan SWfat 
~tJeratan yaRg rneny@ba~ 

retfitJYsi yan!rftafws €libayaf b@rtarnbah yan~ tidfH< 
atatt-kttfanQ €Iiooy~~pat€Iita§ttt 
~~~WSQf1 Piuta~~~ 

t8PULNp 
~ PG~ retritJlJsi mel€Mwi B~~k~ 

~~fl IilCf~~fl pCftmdaf~~"\:H~6~.gn yang 
OOrlakth 

BAB PENAGIHAN, urutan 
Pasal 19 

PENAGIHAN 
bab selanjutnya 
mcnyesuaikan
 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
 
(1)	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 

(2)	 Penagihan retribusi terutang sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat
 
teguran.
 

(3)	 Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain
 
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan
 
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh)
 
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
 

(4)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 

I sejenis .dite.rirna olell. SubyeK. i eu iLu~i, Subyeh. I 
1 F<.etnbusl W8Jlb rnelunasi retnbuslj'~Rt~rLJtan_~,----_~I~_._ ___. ~_____I 

----~-~ 
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(5)	 Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6)	 Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Keberatan Pasal21	 Pasal 21 disempurnakan6 Pasal21 
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan sesuai UU No. 28 Tahun 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 2009 
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 
SKRDKBT dan SKRDLB. yang dipersamakan. 

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 
ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD 
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu 
tersebut. dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 

(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang kekuasaannya.
 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB drterbrtkan, kecuali
 (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana 
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib 
kekuasaannya. Retribusi. 

(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak Retribusi.
 
dipertimbangkan
 

(6)pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
 
retribusi
 

BAS XIX Judul bab dan pasal 29 
Piutang Retribusi 
Penghapusan7 SAS XIX 

KEDALUWARSA PE~I/\Gn-fAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG disempurnakan 
Yang Kedaluwarsa KEDALUWARSAPasal29 

(1)	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan 

l 
Pasal29 

kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun I (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun I I 

I I apabila W~jib ,Retribusi rnolakukan tind.Ok pidana di I terhitung sejak saar tprutangny;=J Retrihu::;i kecuali 
apabila \/Vajib Retribusi rnelakukan tindak pidana di Il_ .._. ~_ bidanq relribusi. ~___ _ L bidang ~etribus.'.:...._ _ .. I	 J 

I 
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(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : 
a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; 

dan 
a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; 

dan 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana I (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung I (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan atau penundaan pembayaran dan permohonan 
oleh Wajib Retribusi. keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal ..... 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2)	 Supati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)	 Supati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4)	 Tata cara penghapusan piutang retnbusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Penyidikan Pasal 30	 Pasal 30 
(1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

dilingkungan Pemerintah Oaerah diberi wewenang Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

5 

Tambahkan pasal baru, 
urutan pasal lain 
menyesuaikan 

Pasal 30 disempurnakan 

tmdak prdana dibidanq retnbusi daerah sebagaimana I pidana dl bidanq perpajakan Daerah dan ketnbusl, I	 I 

l
I dimaksud dalam Undang-Undang Noo:lef8· =reAlm I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang JI JI 

4OO~=kJntan!}Hukum Acara Pidana:	 Hukum Acara Pidana. 
- -~--- -- --- ---~--- --	 -- ---- _. ---- ~-------

8 
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Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat 1 (satu) adalah : adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan dan lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar peraturan perundangundangan. 
keterangan atau laporan tersebut menjadi (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
lengkap dan jelas; ayat (1) adalah: 

b.	 meneliti, mencari dan mengumpulkan a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 

Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut sehubungan dengan tindak pidana retribusi 
tersebut; menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkanc.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
keterangan mengenai orang pribadi atau Badanpribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukanpidana dibidang retribusi; 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan d.	 memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
Daerah dan Retribusi; dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang tindak pidana dibidang retribusi; 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindake.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
pidana di bidang perpajakan Daerah danbahan bukti pembukuan, pencatatan dan 

dokumen-dokumen lain serta melakukan Retribusi; 
d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainpenyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

berkenaan dengan tindak pidana di bidangf.	 merninta bantuan tenaga ahh dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retnbusi:
 
dibidang retribusi;
 

g.	 menyuruh berhenti dan atau melarang e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
 
seseorang meninggalkan ruang atau tempat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dokumen lain, serta melakukan penyitaan
 
dan memeriksa identitas orang, danfatau terhadap bahan bukti tersebut;
 
dokumen yang dibawa; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
 
tindak pidana retribusi; bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 

I.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya g. menyuruh berhenti danfatau melarang
 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
 

J.	 menghentikan penyidikan;danJatau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk dan memeriksa identitas orang, benda, danJatau 'I 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang dokumen yang dibawa: 
retnbusi sesua: dengan ketentuan Peraturan I h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan 

~_" Perundanq-undanqan. __" _" ~ tiQda.!< pidan_~perpajakC!Qj)aerah dan Retripusi; __-"---- _ _______ JI 
'--~_---'__ __ _ L __



----­ -
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut j. menqhentikan penyidikan, dan/atau 
umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Oaerah dan Retnbusl sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum me/alui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

9 Ketentuan Peralihan Pasal32 Pasal 32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang 
masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, 
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih 
ditagih selama jangka waktu 5 (Iimaj tahun terhitung sejak saat dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
terutang. sejak saat terutang 

10 Ketentuan Penutup Pasal34 Pasal 34 
Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
tentang Perubahan Pertama Peraturan Oaerah Kabupaten 15Tahun 2000 tentang Pengelolaan Perparkiran Dalam 
Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Perparkiran dalarn Wi!ayah Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2000 Ncrnor..; 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Nomor ....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Selatan Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daerah Kabupaten Lampung Nomor 19 Tahun 2006 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 200~' 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

5 

Pasal 32 disempurnakan 

Pasal 34 disempurnakan 

_I
. 

GUBERNlJ 



LAMPIRAN II KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2011 
TANGGAL: 

EVALUASI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
2 3 4 5 

1 Dasar hukum 
Mengingat 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keungan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2010; 

Dasar hukum angka 19 
disempurnakan dengan adanya 
perubahan 

2 Ketentuan Umum Al=Igk-a~ 

&u~eteta~~toousj~r-a~~a~ba~ 
}laR§~nj~Ya-=6apat=4js1ngk~~Ga!ah~t 

j.(-ePli-tHsaRc--Ya-A9c-Mtme~n~cambaflan--ata&=--Jumla~bu&i 

}la~e~MOOt~n 

Dihapus. Pasal1 angka 31 dihapus 
karena tidak diperlukan dalam 
pemungutan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor 

I 

3 I Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

I 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Penqujian Kendaraan 
Bermotor dipunqut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan Peiayanan jasa Pengujian Kendaraan 
Bermotor. 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Penqujian Kendaraan 
Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
petayanan penyediaan Pelayanan jasa Pengujian 
Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah 

I Pasal2 disempurnakan 

I 

a= 

b 

(1) 

(2) 

Pasal 3 
Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk 
kendaraan bermotor di air, yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah ~um+-~-~f>@A-t~n~aA 

kemoofaa~--HmUm~rta~a~inikmati~r-ilil§ 

~~aGilfl, 

Rincian jenis objek Retribusi Penqujian Kendaraan 
Bermotor yaitu . 
a. mobil bus; 
b mobil penumpang umum; 
c mobil baranq: 

Pasal 3 
Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
adalah pelayanan pengujian kendaraan bermolor, 
termasuk kendaraan bermotor di air, yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah 
Rincian jenis objek Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor yaitu . 
a. mobil bus; 
b. mobil penumpang umum, 
c. mobil barang; 
d kereta gandengan; dan 
to_ ~el8td !t::Ii'!Je1all Ydll~ JIUptl d::>ikdll Ji Jdldll 

11. 
2. 

Pasal3 ayat (1) disempurnakan. 
Sesuai dengan Pasal 53 UU No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Uji 
berkala hanya diwajibkan untuk 
mobil pen urnpang umum, mobil 
bus. mobil barang, kereta 
gandengan, dan kereta 
tempelan yang dioperasikan di 
Jalan, narnun apabila kendaraan 
khusus yang dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (2) Raperda ini 
dlgunol<on untul: mcnqanqkut 
penurnpang atau barang makaI d koreta gandengan; 
dapat dilakukan penquiian

e. kereta tempelan;dan kendaraan bermotorI f j~endaffian·¥~Wsu&,.-- ----­



2 3 4 5 

Pasal 4 Pasal 4 I Pasal 4 disempurnakan 
(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian yang menggunakan/menikmati pelayanan 
Kendaraan Bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat kendaraan di air, sesuai peraturan perundang­
(1) adalah wajib retribusi. undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. 
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah wajib retribusi. 

4 Cara Mengukur Pasal6 Pasal6 Pasal 6 disempurnakan 
Tingkat Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan 
Penggunaan Jasa penggwnaoA=tompat l'lengElji-a~~Of. bermotor dihitung berdasarkan jenis kendaraan 

bermotor dan frekuensi pengujian. 

5 Prinsip dan Pasal7 Pasal 7 Pasal 7 disempurnakan 
Sasaran Dalam (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif 
Penetapan Jose wmuffi ditetapkan dengan memperhatikan biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Besarnya Tarif penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan ditetapkan dengan memperhatil<an biaya 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
pengendalian atas pelayanan terse but. masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian atas pelayanan tersebut. 
biaya operasional dan pernehharaan, biaya bunga, (2) Braya sebaqairnana dunaksud pada ayat (1) 
dan biaya modal. rneliputi biaya operasional dan perneliharaan, 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya biaya bunga, dan biaya modal. 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

a. biaya administrasi ; meliputi: 
b. biaya pengujian kendaraan bermotor; a biaya administrasi : 
c. biaya oo#ti uji; b. biaya pengujian kendaraan bermotor; 
d. biaya tanda uji;=ba~; dan c. biaya kartu uji; 
e. biaya pengecatan dan pembuatan plat sam ping. d biaya tanda uji; dan 

e. biaya pengecatan dan pembuatan plat 

L_~ _ _______1 

samping 
__. _ .. L i 



I -,--------- ­

2 

Struktur dan 
Besarnya Tarif 

6 

f3~Bem~~~ata=o€ara~nefmffin-sKRfj~-dolwfl'l@ II 
laj~~~..gatmaf'lrt==d~~a,~t~1I	 I 
~=~alfllilflae.dimak&OO~da=fl;'at-~-~ 

3 4 

Pasal9 Pasal9 
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagar 
berikut: berikut: 
a.	 biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima a. biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,-;
 

ratus rupiah);
 b.	 pengujian kendaraan bermotor Ijasa pengujian : 
b.	 pengujian kendaraan bermotor Ijasa pengujian : 1.	 mobil bus Rp. 15.000,­

1. mobil bus 6-an=KeMaraan------kfwStfS Rp. 15.000,­ 2. mobil penumpang umum Rp. 6.000 
(lima belas ribu rupiah). 3.	 mobil barang Rp .. 

4. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 
(enam ribu rupiah). 

2. mobil penumpang umum €ian piokYf} Rp. 6.000,­
20.000,­

3. kereta gandengan dan kereta tempe/an Rp. c. buku uji Rp. 10.000,­
20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 d.	 tanda uji (pengesahan) Rp. 5.000,-; dan 

4.	 mobil truck Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). e.	 pengecatan dan pembuatan plat samping Rp. 
c.	 buku uji Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah); 6.000,­
d.	 tanda uji (pengesahan), baut, segel Rp. 5000,- (lima 

ribu rupiah);dan 
e.	 pengecatan dan pembuatan plat samping Rp. 6.000,­

(enam ribu rupiah). 

BAB---X 
SURA-T~EN()AF:f-ARAN 

RB~ 

f:l1~~effi~~~~~~ 
(o2)~dGR~8bagalrnaAa=d#nak&t.-jd ~da~ya-!~\ 1)--diisi 

deAga~Io~~a~gkapSGJ=ta4#anaatangfmi~\el;l 

watID~b~t~a~<:b 

(~~t~~n~~yam~ 
~4G~aimaflaed~~~a~4~t~biJ;J 

laRjttt~~tur~patk 

SABcXl 
g£Nc~~mtBUSI
 

~s~
 

f'l~~~~P-dGRG·~a§Bima¥la~~~~4:ilam 

P~a~-J.-~t~~jtetapka~tr~~erl:ltang =0011900 
mooeroitk<m=SKRGcilta~l!m@fl~ilf19~wmakim= 

(~A~aS¥kan~~pOOteMsaa»---<:i~dit€mukaR 

data=SarU=ofltau-=Battr=¥a~.semtU~I~~gk~~ 

meflyooa~--peRafl1bal4aRiu~r.ffitlsi~4~ 

mak~~r~K~~~

5 

Kendaraan khusus yang 
digunakan sebagai 
kendaraan penunpang atau 
kendaraan barang cukup 
dikenakan tarif pengujian 
sebagaimana tarif pengujian 
mobil penumpang umum dan 
mobil barang. 

Pasal 13 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor tidak memerlukan 
pendataan dari wajib 
retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

Pasal 14 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor tidak memerlukan 
pendataan dari wajib 
retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

II 

I	 

__J
I 

I
1- _ ~ _.ciia!*lf----lGbih=la"Jut OOAga~~.§turan~t+c "__ ____._ ~---
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7 Penentuan BAB XII BAS XII 1. Pasal 15 ayat (4) dihapus, 
Pembayaran, Tempat ;r-A-T~A=PEMYNGUTcAN PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, karena telah diatur dalam 
Pembayaran, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal15 Pasal18. 
Angsuran dan (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal15 2. Pasal15 ayat (5) Raperda 
Penundaan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. dihapus, karena akan
Pembayaran dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

diatur dalam pasal baru. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dokumen lain yang dipersamakan. 

3. Pasal 15 ayat (6) Raperdadimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
disempurnakan dengankartulangganan dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
mengubah "penagihan " dan kartu langganan. ~ala~aJ,dAI~-emb~~~i€l~emba¥flr~t 
menjadi "pemungutan".(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksudI*lO~t-trn¥~ta#=kl#a~r~enacka~aRksj 

pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. a€lm-irus-tr~~~~~oo+ 4. Urutan pasal disesuaikan. 
set~~j~aM~A~@r"'taFl§l yan§==tkiak~
 

1w~ba-¥a~aMjtagj~€I00§a~AaI4aA=&r=Ri#,
 

~-~i-Ra~-et-OO~~a=QjmakStJ~a---ayat--f4j
 

aid~l-W4~cSW"-at~~
 

\6-~teAAlim------IOOjR=~flfut-====ffi@9tma~-eAa~aR====Retf-ibus-i
 

aiatur-dengan-R€r-aluraA-=Bupati 

1. Pasal 18 ayat (2) Raperda BAB---XW Pasal 18 
disempurnakan dengan 

Pasal 18 
:r~~RA---PEM-Bl\¥ARA-N=DAN~cNAGIMAN (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

menghapus dokumensekaligus. 
SKRDKBT dan STRO. 

sekaligus. 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi I (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat­

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ~. Dokumen SKRDKBT tidak 
diperlukan dalarn 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-larnbatnya diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

pemungutan retribusi 
dokumen lain yang dipersamakan, ~ 1(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat 

dipersamakan 
karena pemungutan 
retribusi bersifat official ~ pembayaran, angsuran dan penundaan 
assessment, sedangkan 

pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan 
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut 

dokumen STRD 
Peraturan Bupati. 

dengan Peraturan Bupati. 
merupakan dokumen 
penagihan. 

p. Urutan pasal disesuaikan 

Penagihan Pasal 17 diu bah menjadi babBAS .... PasaH4' 
penagihan 

lain yaAg-~rsafflakaFl, £KRDKffi, £TRD €lan~~ 

~fibblSi tefblta~asarkaA-=SKRDqjtaU=€l6kufneFl PENAGIHAN 
Pasal ... 

14e~~OOcr-atan jlang--=-menY~Ug#afll(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau 
~si yang~r~ay'af~mOOA-----yaAg==-tiOOK kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 
atabl~raAg ei~jj~~f*lt-=€litag-ffi STRD. 
I-n~Iui=-=8@Jat~Yi=UGiln==P-l~§=daA===t.-=B~arcaI (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana II l~~ .. J dimaksud pad a ayat (1) didahului dengan surat
~ . ._._ __ _ __!~ran. __ .____ _._____ _J l
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9 I Keberatan 

I IL_J
 

3 4 5 

*2) R€AagiAaR~tr-400si ~o'alui BPULt>1 I (3) 
d»aksooak~sar!(aR f')OratuFa R 
~~a~A,,¥ang--OO,f!*y. 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 19 
(1)	 Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya (1) 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan ~ 

SKRDKBT dan SKRDLB. 
(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa (2) 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
(:.3)	 Dala~ hal VVa~b Retribus-i mcngajukan keOOr-at-a~ 

atas kototapaA=fwibusi, Wajib Retfibusi harus da~at (3) 
mefflooktil<an kGt-idakb(maraft l~orotapaA F@tribusi 
~ 

(4)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, £KROKI3"Gdan SKRDLB diterbitkan, kecuali 
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa (4) 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 

(5)	 ~Fatan yan~ tidak mc~~eFsyarataA 

soba§lai~ana sirnaksue4Jasa ay-at (2) saR (:.3H-i6-ak (5) 
€U-anggap sebagai Stifoflt I<coorat-an, setliAg§ja tidak 
sipertimbangkafh 

(6)	 Pengajuan kcberatan tidok mcnunda kewaji?an I 
mernbayar retribusi dan peiaksanaan penaqrnan I 
retribusi. _______ _ t__ 

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) 
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek 
Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 
Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 19 
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan 
hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan SKRDLB. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbtkan 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu rtu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluarkekuasaannya. 
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan 
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan 
retribusi. 

Pasal 19 disempurnakan 
disesuaikan dengan UU No 
28 Thn 2009 

I	 t 

L_	 J
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Pasal23 
(1)	 POI=mOOQnoo 1ge~a#oo I<~ l3embayarm~ 

retf-i@tf~I<~ secaRl--t€ftuHS=f>a~ 

~t#a~t1<af¥ 

a~~famat wa1ib retribusij. 
b. masa-ret~ 

c. besamya--l<€lebit:laR pombayaraR;daR 
d. absan eiAQkat gaR jelas. 

(2)	 PermoOOnaR l3e~liaA kelebit:laR l3emtlayafafl 
retrisusi disampailmR S8Gara langsl:mg atalol melattli 
pes teFGatat. 

(~an-------oleh	 Pe1aoot-=-=QQ@Rlh atau blol~ 

f3B~~ma~~~t~eFupak-aR bl:J-k.ti eaat 
pe+mooonan=€litorirn-a=B~~ 

Pasal--2-4 
(1)	 Pengem13alian 1<e-kmiJ:laA==fotri13w;i gilaMtkelR d~ 

mefl&'~t*an surat=1OOriAtall rnomooyar Iwlel*\aVl 
~ 

f2}-~0Ua	 1<olobih~ayaraA= ret#OOsi 
~ngkan dengan utang retftOOsi lain~ 

~imaAa==6ima~lam Pasal 22 ayat ~ 

~aA ditaki:i~engan Gara p€miREIah~ 

~~an juga berlal<u sebagai bukti 
pembaymafu 

Pasal 23 dan Pasal 24 
dihilangkan, karena pada 
Pasal 22 ayat (7) telah 
diamanatkan, akan diatur 
dengan Peraturan Bupati, 
maka tidak perlu diatur 
dalam Peraturan Daerah 

Judul BAB XIX 

Piutang Retribusi 
BABXIXBAB XIX 10	 I Penghapusan 

disempurnakan
 
Yang Kedaluwarsa
 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA ~A~AN 

KEDALUWARSAPasal27 
Pasal27 

Pasal .... 1 Ditambah 1 (satu) pasal yang 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi mengatur tata cara 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah penghapusan piutang 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. retribusi yang sudah 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan I pkedatluwarsBa detngan . 
. . era uran upa I, sesuar 

Piutanq Retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan Pasal 168 UU No. 28 
sebaqairnana dimaksud pada rlyat (1)	 I TdllUl1 2009 

I	 I (3) Tata car a penghapusan plutang Retribusi Y3ng 12 Urutan pasal disesuaikan 
_____ _ _L~dah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan B~L~	 ----~-_._------ -_ ..- ------ ­. 



1I-----t 

11 

2 

Penyidikan 

(1) 

(2) 

4	 I 53 
I	 -r-----j 

BABXX BAS XX I Pasal 28 disempurnakan 
PENYIDIKAN PENYIDIKAN
 

Pasal28
 Pasal28 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, 
dimaksud dalam Undang-Undang ~==S=*al4t#'l sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
,*9M-tentaAg Hukum Acara Pidana; Hukum Acara Pidana. 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat 1 (satu) adalah : adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan dan lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
 oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
 
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
 ketentuan peraturan perundangundangan.
 
keterangan atau laporan tersebut menjadi
 (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
 
lengkap dan jelas;
 ayat (1) adalah: 

b.	 meneliti, mencari dan mengumpulkan a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
 meneliti keterangan atau laporan berkenaan
 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
 dengan tindak pidana di bidang perpajakan
 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
 Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
~. laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 

c.	 memint~ keterangan dan bahan bukti dari orang I jelas; 
pribarf ataLi badan sehubunqan dengan tincak 
pidana dibidang retribusi; 

d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen­
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi; 

9 menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 
meninggalkan ruang atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

I irlpntit::><: oranq. don/atau dokurnon yang dibawa 
I 

__.__L_ ,__' ._~_ .~_ .. 

b.	 meneliti, mencari, dan menqumpulkan ket8fallYcHI 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi; 

c	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi, 

d	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dl bidang 
Retribusi; 

e	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan. pencatatan. dan dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut; 

1.	 rueuunla uantuan tenaga ann dalarn rangka I 
pelaksanaan tugas penyrdrkan tindak pidana di I 
~idang Retri~~i,	 L_ ._~ ~_._-.. .~__ _ _ _ .._---.-l....._.	 __,_____ _~ _ __. _ 

I 
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
pidana retnbusi; meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan pernenksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

j. menghentikan penyidikan:dan/atau dibawa; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai pidana Retribusi; 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. i rnernanqqf orang untuk didengar keterangannya 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan J. menghentikan penyidikan; dan/atau 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut k melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. peru ndang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republrk 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

L--__~ 
_______________...L _ 

/ 



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GJ JB.1II/HKJ2011 
TANGGAL: 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
 

No 
I 

Materi Raperda 
2 

Rumusan Raperda 
3 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

Keterangan 
5 

- -

1 

Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

I Ketentuan Umum Angka 25 
~~n Obyel< Rotft13usi DaG-fah y~ 

~~mya disin§Jl<~tSP€lORD, adak3h&urat yan@ 
mgooakan ~ Retfibusi untbik---mel~~A=e~k 
~oo~nV\laj~~l=sebag~arperhituR§aft 

6a~'Pemw¥ara-A~·r~Yte~fWftlt 
I2€raturan PerundaM UA€l~ 

Angl<a=28 
~pa~ool1si Da@ra~ KU~8¥flf 

~@aAa~~~~k~ORKt3T, 

a€lab~ £urat KOl*ffwSafl=Jy'Qn§l M€oomwl<an Tambahafl 
. ata~ta~etr~tSi~af:l~A-ditetapkBn, 

I Pasai 2 
Oengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas penyediaan 
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, 
aftgk-tit-aft=Oar~, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas 
lainnya dilingkungan terminal. 

Dihapus. 

Dihapus. 

Pasal2 
Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas 
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang 
dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas 
lainnya dilingkungan terminal oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 1 angka 25 dan 
angka 28 dihapus karena 
tidak diperlukan dalam 
pemungutan Retribusi 
Terminal. 

1 Sepanjang Pemda Kabupaten 
Lampung Selatan merniliki 
terminal barang atau di dalam 
terminal juga disediakan 
tempat parkir untuk anqkutan 
barang, maka dapat dipungut 
Retribusi Terminal 

2 Pemungutan retribusi pada 
pas-pas tertentu terhadap 
angkutan barang/alat-alat 
beraUalat-alat besar yang 
rnelintasi jalan-jalan tertentu 
dapat rnenyebabkan ekanomi 
biaya tinggi dan menghambat 
arus lalulintas barang dan I jasa. 

3 I Cara Menaukur I. Pasal G i Pasal 6 I Pasal 6 disernpurnakan 
I I Tingkat Tinqkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan f~t, I Tlngkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jerus, luas I'I 

__11- _1 PeQ9gunaar1.J§!s~_~U~~ dat"lJangka_w-a-ktuyo~~ fasilitas_Terf"Q.i!1a.L. ldanj?12gkaJJenggunaan fasilita_~_:I~rmina_I.___ ~ _ 



2 3 4	 5 

Prinsip dan 4 Pasal7 Pasal 7 Pasal 7 disempurnakan 
Sasaran Dalam Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya dengan menambah ayat 
Penetapan retribusi didasarkan untuk ~~an ffien9~~a tarif retribusi didasarkan untuk memperoleh (1) baru 
Besarnya Tarif ~ooBa.n,~ia~A¥EH~raan,------biajla==kc~rF, keuntungan yang layak dengan pemberian 

m~~a~ayaadrni~si. pelayanan yang seimbang sebagaimana 
keuntungan yang pantas diterima pengusaha 
sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 

(2)	 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
biaya prasarana, penyusutan, operasional dan 
pemeliharaan. 

Struktur dan Pasal9 Pasal 9 disempurnakan 
Besarnya Tarif 

Pasal95 
(1)	 Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan fasilitas (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan 

yang digunakan. fasilitas yang digunakan. 
(2)	 Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

.J	 1. Sepanjang Pemda KabupatenJenis N Jenis~is Tarif Lampung Selatan merniliki Kend araa n/F as i1itas 0 Pelayanan1~~anal1_-----j 
2	 3 1 

. terminal baranq atau di dalaru I2 
terminal iuqa disediakan 

Tonln~tIT_~ __ ,1 I !'. " ..~L-	 !, 1••-'-,-".-.---+-­ .......... t-'"-"L
 Angkutan: tempat parkir untuk angkutan, ",,*,,'p<::lt I M..1I~r\.u\.all .. 
menaikkan, Rp2.000,­a.Mobil penumpang barang, maka dapat dipungutmBl"\a~ a mobil penumpang; Rp, 2.000,­ memuat Rp5.000,­b.Bus Retribusi Terminal.memwt /sekali masuk dan/atau Rp6.000,­cBus eksekutif/AC 2 Pemungutan retribusi pada~ b. bus,	 Rp 5.000,­ menurunkan 

pas-pas tertentu terhadap Rp2.000,­d.Taxi (mobil 
~aR /sekali masuk penumpang 

angkutan barang/alat-alatpenumpang urnurndan/atauc. bus eksekutif/AC; i
I Rp. 6.000,­peoompaR~ beratlalat-alat besar yang tidak dalam trayek) barang bagi€Ian~-=at~ /sekali masuk melintasi jalan-jalan tertentu 

mobill:1affiflg~cOOgj d. taxi (mobil IRp. 2.000,­ dapat menyebabkan ekonorni 
penumpangMoGil penumpang /sekali masuk biaya tinggi dan menghambat
dan/atauReoompang urnurn tidak dalam arus lalulintas barang dan 
barang bagi 

jasaYffl~~~daH trayek),dan IRp 3.000,­ mobil 
M6~~BlIs e mobil barang /sekali masuk penumpang 
Ym~~rta umum dan 
t>Jon=&J&= ~il~_.-- , toAc;--tfarer .1.~·&OOOi- Ji I mobil bus 

_6an4r~aM~~.,..J. twkal~_~ __ umum serta IIL-_ .- --­ I 
----.11 I /lUll l>u~	 I I I L ---.l _ ----~--_._---._-



2 3 4 5 

2 

3 

Penyediaan 
tempat parkir 
kendaraan 
non umum 
Penyediaan 
tempat 
kegiatan 
usaha 

- Motor 
- Kendaraan R4 
- Kendaraan R6 
- Dsbnya 
- Sewa Kios 
- MCKIToilet 

Rp. 
Rp. 

Sesuai Pasal 7 UU No. 33 
Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, 
pemerintah daerah dilarang 
menetapkan perda tentang 
pendapatan yang 
menyebabkan ekonomi biaya 
tinggi, menghambat mobilitas 
penduduk, lalu lintas barang 
dan jasa antar daerah dan 
kegiatan ekspor-impor. 

BAB--X 
SURA:r~~OAj;TARAN 

PBsat~~c3 

~~afiG-Retr.jOOsicWaji&m€fl9i~~ 

(2~~R~-sebagaimaA~-dcimak-stiEf~ad8-===oaY~B---diisi 

doogaFl~~~a~A~a~ttaMata~~1::l 

wajj@=retRb~tclY-¥YasaFlyac 

~t~toYk~.~--S€fta=ta~B~isian~-~ffif*liaA 

S~R~seOOga-imaAa4imaksud1**ia~~iatYr Iet»h 
la~todoogafl----Rgf-a~~patic 

Pasal 13 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Terminal tidak 
memerlukan pendataan 
dari wajib retribusi 
sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

BAa Xl 
~ET/\Pl\N=R-E:f-RlBUSt 

Pasal 14 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Terminal tidakPasal14 
memerlukan pendataan 

Pasal 12 a~'at-f1) sitetapka-H=fotrisblsi tOfutang son§tOO 
(1)	 Bor4a&af~P€lORD sesa~aimana €limaksl:Is €la-l-am 

dari wajib retribusi 
ffl€OOfoo-kan SKRD atal:l s@l<tH¥l€ln lain yang sehingga tidak 
€iij;J ers arnakar+.­ memerlukan dokumen 

SPdORD. 
ait€m~ata=t~all €lata ya~l:Ila s8\um 
~~a~~k~ponam~fF1w~ 
retFIDust=¥a~A9,rnal~a dikell:lorkan SKRDK~T. 

(2)	 /\pasila sersasarkan hasil pem€f-il~saan €Ian 

(J)	 Sontl:l~~~a~rtlitan SKRD atau
 
OOMtm€H~=~a#F€}j~kansob~imafla €ltmol~stl€l
 

~~at---(1)----GaFl SKRDKST SGOOgaimafla €limal'wlJd
 
~_~t=(2) €l~lh lat=1JU~t#afl
 
~ttcI	 I I

I I I 1 ­
'-- -	 -~~~--~-- -~-_.. -~-------'-----~--- ---~-- --~-~~---- -	 _-- ----- -- ­

I 
I
 
I
 



5 1 I 2 

6 I Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
penundaan 
pembayaran 

7 Penentuan 
Pembayaran, Tempat 
Pembayaran, 
Angsura n dan 

I Penundaan 
Pembayaran 

8 I Penagihan 

I 
I I

l l_ _ 

3 

BAB XII 
lATA CARAooIlE--MU-NGlHAN 

Pasal 15 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. (1) 

(2)(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 

(3)dan kartu langganan. 
(4)	 Dalaffie4:la~ VVajib RG-tfiOO~y.af 

tel3at l3a€Ja wal<t~nya==ata~ k~rang rnembayar, 
(4)ffikenakan sa$st=aamtnistfasi---bcn:l133 bung-a---soOOsaf 

2% (€lY~s€lA)=S€ti~an OOfi retribusi yan§ 
(5)~taR§~ak=atatl=M~fafl§~an€IitaQffi 

~€ng§Ynal\aA STRD. 
t-5t=P~a§#laA==retr~~ebagaimaflEF==ceOOn~~a 

ayat~tOO~atTeg\:lf~fu 

BAB~m 

:rcAlAcGARAoP~MBA-¥ARAN~AU=PENAG!HAN (1) 
Pasal 18 

Pernbayaran retribusi yang tcrutang harus dilunasi I (2)I (1) 
sekaliqus 

. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 
(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen I (3) 
lain yang dipersamakan, ~~~ 

(3) Tata cara pembayaran, fi'€n~aA==c----4<m tempat 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati 

P-a&al~ 

{~~e#ID~rut~g~Basarkafl~~~t~1wmeA~ 

Y~~~~selmak~~RQ¥:.B+-;-~~-Sw~t 

Kept;t~~atatiry'~Bfl¥€Oabk~Il=1~ret~si(1)I· 

Yi1f.lg ~&.4iBay~cbeRamBah.=-yan~i6a k-ataLl--kw:anq 
rn~ar-~~tH!:wsi=04a~4tagIA~1BI~~adAA (2) 
Yw&an~~~~ti€ga~~LN} 

1-_____	 _ _ __ 

4 

BAB XII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal15 
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, 
kupon, dan kartu langganan. 
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan 
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal18 
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus 
Relr ibus: yang tel ulang dilunasi selal1lual-lambatnya 15 

Dokurnen Q""onvRT hrl"l,
'-'V'"UII~''''''' -..Jl'l'UI\..U(lima belas) han sejak diterbitkannya SKRD atau I 2.	 L.luur, 

Judul Bab XII diubah dan 
Pasal 15 disempurnakan 

1.	 Pasal 18 ayat (2) Raperda 
disempurnakan dengan 
menghapus dokumen 
SKRDKBT dan 81 RD. 

I 
dokumen lain yang dipersamakan
 
Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran,
 
angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan
 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 

BAS .... 
PENAGIHAN 

Pasal 

diperlukan dalam 
pemungutan retribusi 
karena pemungutan 
retribusi bersifat official 
assessment, sedangkan 
dokumen STRD 
merupakan dokumen 
penagihan. 

3.	 Urutan pasal disesuaikan 

Pasal 17 diubah menjadi Bab 
dan pasal Penagihan 

Penaqihan retnbusi terutang sebaqaimana dirnaksud 
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran 

Penaqinan retrtbusi terutang yang tidak atau 
bayar dilakukan dencan rnenoounakan STRD 

kurang I 

I 

__ __ _ _ -
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lain~:ng1f2~~~ltij=WYt~~jak&ili1akoo(3) Pengeluaran sural tequran/perlnqatan/surat 
be~asarka~atura~MaFI§-I:IOOaI'l9afl'7'BI'l~~	 sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagi~~~ I 

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hart sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. 

(4)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguranfsurat peringatan/surat lain yang sejenis diterima 
oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi 
retribusi yang terutang. 

(5)	 Surat teguranfsurat peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6)	 Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BABXVKeberatan BABXV9 
KEBERATANKEBERATAN 

Pasal19Pasal19 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
(1)	 Wajib retribusi dapat rnenqajukan keberatan hanya kepada 

kepada Bupaf atau pejabat yang ditunjuk atas SKRO 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB. 
SKRDLB. (2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

(3)	 &mam hal=Wa1is Reifioo~taflI (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
ata s 1~-Gtapan=ret00th-,;~jib-~8triooS+-l1afUs -dapat lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokurnen I 

5 ~ 
\ 

Pasal 19 disempurnakan 
disesuaikan dengan UU No. 
28 Tahun 2009 

lain yang dipersamakan dan SKROLB diterbitkan, kecuali 
tcrsobut. 
membuktikafl I~e~~~p- FGtr~ 

jika	 Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
(4)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

diluar kekuasaannya
 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
 (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana 

apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang 

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib 

kekuasaannya. Retribusi. 
(5t Keberatan yang tig~~--persYf}ffitan (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

wba~~4a=a~ak membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan 

dia~~~ffit~OO&Fat-af+.-=-=Whinooati €lak retribusi. 
diportimba~an. 

{~~ajuan "ooefata~4+lGnun€ia I<ewaji~ 

~ay~OOtIsi dan pekl~~ 
rn.+rih. If"" i I 



5 
2 

I 

3T ~- I I 

10 I Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

___I "_______
 

Pasal----2--3 
~-BfmOOooa .~~f1 

f€tr~eusic=diajYk~€affi~~~tt=OOflg@fl 

WMtr~t#OOgfl}la~~~ 
a~ama_~jamawtV~i&Reff"~ 

~saef€toousj; 

~am¥a~biRa~yaffi~ 

fr.-~~~ 
(~~~~~~yaf@fl 

r€tf400~J*l*~fil~a+lgs~t~~i Des 
t~ 

f3~---&~~~~raR----------ilta~~ 
p€flgtr#l;la~'i*l&t€#>a~i4paka~~a~~A 
ditef#OO---@!e~Hpat~. 

Pasal2'1 
€4~~HaA=k€~<*l=retfibW8id~ 

moo~kaA=c~rat P€Fffit-OO-~¥ilr=Ke~ 

~ 

f2~jooAan pembayaran retfibusi 
~M~a~~~=t:t~ mrnbusi laifl~ 
8~a#:Rana=€limakSYd=dalam Pasal 22 ayat (4), 
p@mOO¥M~jj~an----Qrn:lg-aA=€3Fa 130miooQnewkwQfl 
@art bUI<t~~~~§-aeerlakw scbagai 13wkti 
DOOlbavafafu 

BAB XIX BAB XIX 
KEDALUWARSA miN-AGJWA-N PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 

Pasal 27 KEDALUWARSA 
Pasal27 

Pasal ..... 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kcdaluwarsa diatut Jen~dll Pel atur em Bupati 

"_ _ 
-­-----------------

Pasal 23 dan pasal 24 
dihilangkan karena dalam 
pasal 22 ayat (7) Raperda 
tata cara pengembalian 
kelebihan pembayaran 
retribusi sudah diamantakan 
akan diatur dengan Perbup. 

Pasal 24 dihilangkan 

Judul bab XIX 
disempurnakan 

1. Oitambahkan 1 (satu) 
pasal baru yang mengatur 
ketentuan mengenal tata 
penghapusan piutanq 
retribusi yang kedaluarsa, 
sesuai dengan Pasal168 
UU No. 28 Tahun 2009. 

2 Urutan pasal disesuaikan 



---

2 3 54
­

11 Penyidikan Pasal28 Pasal 28 disempurnakan Pasal 28 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­ bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 
Undang Nomor~~R~98"1-{ern~Hukum Acara Pidana; dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah 
(satu) adalah : pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau perundangundangan 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan (1) adalah: 
mengenai orang pribadi atau badan tentang a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
dengan tindak pidana retribusi tef~t; pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak lengkap dan jelas; 
pidana dibidang retribusi; b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
dokumen-dokumen lam berkenaan dengan tindak kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
pidana dibidang retribusi; dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Retribusi; 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen­ c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
dokumen lain S81tCl melakukan penyitaan terhadap pribadi atau Badan sehubunqan oellgall tmdak 
baranq bukti tersebut; pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi; perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
meninggalkan ruang atau tempat pada saat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; tersebut; 

h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pidana retribusi: pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi: 9 menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

j menghentikan penyidikan;dan/atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
k. melakukan tmdakan lain yang perlu untuk kelancaran pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa . 

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ~~:~~=~ orang, benda, dan/atau dokumen yang I 
rjpog.::m kptpotllrln Pprrltl !rrln PPri Inrirlng-llOrl8ng::ln 

I h memolret seseoranq yang berkaitan dengan tmdak I
I I 

pidana perpajakan Daerah dan Retribusi, JL- _ 
..~ --~-



- - - -

I 

12 

2 3 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Ketentuan Peralihan BAB XXII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi 
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang 
lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini 
rnasih dapat ditagih se/ama jangka waktu ~aJ tahun 
terhitung sejak saat terutang. 

I 

4 5 

~I 
i	 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksr, 
J.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
 
dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
 
perundang-undangan.
 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XXII I Pasal 30 disempurnakan 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang 
masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, 
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat 
ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terrutunq sejak saat 
terutang. 

13	 I Ketentuan Penutup I Pasal 32 I Pasal 32 Pasal 32 disempurnakan 
Pada saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku, maka Pada saat Peraturan Daerah rru rnulai berlaku, maka ,pera~!~~ I 

1 

I Peraturan Daerah Kabupaten l.ampunq Se!atan Nomor 23 Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 16 Tahun LUUU 

I Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal di Wilayah Kabupaten Lampung 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2000 Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

II tentang Retribusi Terminal di Wi/ayah Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran 
I Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 23 
Tah un 2006 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung selatanJ' _
 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23) dicabut dan Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 
dinyatakan tidak berlaku.
 "--JL-_	 ~ 



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HKJ2011 
TANGGAL: 

EVALUASI 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 
~--------. • i F 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
2 3 4 5 

Diktum Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang- I a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang­ Kalimat huruf a 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah disempurnakan 
Retribusi Daerah dan~!a~~ka-------PGmaRfi35ta~W:A9 dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara 
uRWk~a=4B!€k@mYflj~~9a~~ik@fl~Sf*'k Telekomunikasi merupakan objek retribusi yang dapat 
ta~fua~Baman~afl~j)@AttRga~um~ng dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
mewJ*lkan~eYeK--of~oosi4Joo~~~~\#ROOf 

Pendapata~li-=Ha&tli=l-~na-fflembia~ye!enwaFaan 
~efirnat~€faAi 

~i:lwa~(dasw:kaf1~rnmBa1l9aR~9aimana~jrnaks~@ b. bahwa dalam rangka pengedalian pembangunan menara Kalimat huruf b 
dalam~ftjf~4atas;~ooUo=membBRtHk~atllia~ah telekomunikasi dan tata ruang, keamanan dan disempurnakan 
tef+taRg=Retf4twsi4=1€ng8fldiliian-MeAa~-=l=eIekc@ffiLH+ikasif kepentingan umum dan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah guna membiayai penyelenggaraan dan 
pembangunan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk 
Peraturan Oaerah tentang Retribusi Pengendal18n 

I Menara Telekomunikasi; 

L I Dasar hukum 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Dasar Hukum angka 22 
Mengingat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 disempurnakan dengan 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adanya perubahan 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

Ketentuan Umum3 Pasal 1 angka 19 dihapus~I<a 19 Dihapus. 
karena tidak diperiukan 
dalam pemungutan 

~rat Ket@t~-Rctoo~ef~4ffi~~ 

I i jlaflg s@~~~~~*at~KOOK8T. aa~~ 
I Retrrbusl Pengendalm II I Keputu~A-J'~~~~~»=+aHlliafl~~~~ I 
I Menara Telekomunikasi. IIL__ _ ~~@{~J:l9=~@@~~ 1_ -- ---- ---- ------------ - ~ ---- ------------ ­



2 
----r 

3 4 
---­ -­ 5---------­

4 Prinsip Yang ~~ Pasal7 Pasal 7 disempurnakan 
Dianut Oalam Rrinsip daAc=sasara n da1am-------po-ncta-paA=4JGs-am-y-a=t-alif (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
Penetapan ~-~: pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 
Besarnya Tarif 3-. --------pe~ia,'aan opera&o~s3-==pC1ay-anan pegaw-asaR dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
Retribusi dan-~~rF,=G-a~anta-uan bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 

tef~fl3F-a;=l<ea@a~r~n keadilan dan efektifitas pengendalian atas 
p@t~~~~~lwlflyae==o~~tas pelayanan terse but. 
OOfdtftnya rnooar~ (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

b. ~-aaA==--=pooa~angoo 1,@3m300n dan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan 
ken¥3ffi-3ftan, bia-ya perlin€lungan kepentiflgan daA biaya modal. 
I<Grnanfaatoo umuffi, s@Fta4Jiaj'a penat-aan rblan@ d<m 
porn ulihan -k€adaafu 

BABX Pasal 13 dihapus karena 
SURAT PEND,!l,.FTARAN pemungutan Retribusi 

Pasal 13 Pengendalian Menara 
(*)=Wa¥b=Rem~oogtst=&~QRGo Telekomunikasi cukup 

-I (2) Spaoo&~a-=Qimal,sud pada=-ao/~ berdasarkan NJOP yang 
iAi Gliisi d@ft@~~ar dan longl<SfP soI-t-a tercantum dalam SPPT 
dtt~6at~Ai--Q\€h_wajHMetFibooi ata-u-¥~ menara telekomunikasi. 

~~&c€afa=f~&\~i&aft4~~n 
~QRD sOOagatmaf\El=€Hmal<SY€l---pada ayat (1) diatclM 
~oojut €len@an PeratUl"an=Bt4pati~ 

~ Pasal 14 dihapus karena 
ET !l,.PAN RETRtBUSt~~J.- • 11 A 

D ..... C" ..... 

pemung utan Retribusi 
Penqendalian Menara 

(1) ~asarkan SPdORD sC6@@airnana dirna~lam Telekomunikasi cukup 
~ 1~ ayat (1) €litetapkaf1=fembusj----tcr-u-~=€len@aR berdasarkan NJOP yang 
~~ otaki €iokurn@n lain ya~ tercantu m dalam SPPT 
rnpersamakan. menara telekornunikasi. 

(2) ,A,pal':Jilae@r€iasa~1=pe-me~a@fl dEm dOOmu~~ 

data bar-u ataklda-tarytafl@ s8m1JIa---Qel-u-m--t~@p y~ 

mGR¥cbabl<an penambahan jum100 retribusi yang 
terutang, rnal,a €lil'\GIuarl<an SKRDKBT. 

(3) Bontu~~--Qan--------t~n SKRD atau 
do1<-um~j~akans-ebagaim-affil=e=d4mQI<sudI 

I p<;KJQ a)'at (1) €Jan ~RDKBT--------wl3agaiffiana dimaKstid 
I pada ayat (2h==€IRH-UNebl~aAtlli=-d€n§laA==--f2€wa~I
 
I ~
 l I 

--- ------~._'---------------------------------- ------- - -------_.--- ----------- -------- - ---- ---_.~-



-------

I I 
2 53 4 

5 Penentuan 
Pembayaran, Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

6 Penagihan 

BAB XII 
lAl-~-£MUWG~N 

Pasal 15 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
 

dokumen lain yang dipersamakan
 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
 

pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
 
langganan.
 

(4)	 DiW~~W~rtOO~tm:temu----t~ 

paOO~kR#l¥-dc~tau~~Jr-aA~ayaF,~~ 

a6m#:Hstf~~~~~~~--%--{dYa='fJCFS€n) -set~ 

Bulan----6aR4-€trioos~~tango~-=tid~t~rBA§ 

6ibay~a~tagiA4€~~~ka~~ 

(-5f~a9M~tOOu~OOagaimafl~<:J~yat~ 

di<:Jahu~ga~~w;a~ 

BABcXl-U 
rAr~R4Pk--MBA¥ARANnAf\WlE-NAG1HAN 

Pasal 16 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima 

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan~~~ 

(3)	 Tata cara pernbayaran penyetoran dan ternpat pernbayaran 
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

~&aI~ 

t*1~t-OOus-i~-ffif-uta~~~~~m 

~oc{ji~amal<;aJ:+,~~-GKg:r~~~at~san 

K€OO~~~eRyeeabk~4DtROO~f:t~*l-& 

@IDa~~~*-=a~il~tbayar~~ 
Re~a~ttag~==ffi~a~~~u~4uta~n 

Wla:n~~ 
~1====PBRagjhafl-- rct+-ibu~~~lalui-~~a~R 

lx#€I~A=perawr-a~pcR:f~~afl=V~#o-

Judul bab dan isi Pasal 15 
disempurnakan 

Judul bab XIII dihilangkan 
dan isi pasal 16 
disempurnakan dengan 
menghapus dokumen 
SKRDKBT dan STRD 

Pasal 17 diubah menjadi 
bab dan pasal yang 
mengatur penagihan 

I 

____J
I 

______ 1__ _ 1 _	 __~' 

BAB XII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Pasal 15 

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 16 
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus. 
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 
(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, 
anqsuran dan penu ndaan pernbayaran retribusi akan I 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

BAB .... 
PENAGIHAN 

Pasal .. 
Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didahului dengan surat teguran 

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. I 
Dalam ianqka waktu 7 1t1ljrlh) h8ri <;plplC'lh t"ln0981 <;llrat 

teg.IJrC'ln/Surat pe.ringatan/surat lain yang sejerus dit,enm~aI 
oleh Subyek retribusi. Subyek Retribusi wajib merunasi 
re!r~busi_y.§r19J..erutang___ __ _. _ __ 



2 3 4 5 

(5) 

(6) 

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang seienis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

7 Keberatan Pasal19 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) QaIa~~~~~tfi13Ysi rnefl~~~rata~s 

ketetaj3a~tj":joo~aj~€tfciOOsj~Rls4apat---membu*~n 

kettdakooRar~effit~tr4Hs~t&:&eoot: 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaannya 

fB+~rata~~idak~~syar-atan~aga#naRa 

d~aksu~~yat (2)=Gafl~~~~~t 

keOOr~e&e~ak €Jipemmea~Rc 

(B)~Rgajw:m~eb€ratan-tjdak menunda kcwaiiban mombavar 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 19 disernpurnakan 
hanya Idisesuaikan dengan UU No, 
SKRD 28 Tahun 2009 

Pasal19 
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya 
Keadaan d: luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewanban 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

re~~ksan~iha~t~si~ I 

Pa~ Pasal 23 dan Pasal 24 
~~~efPOOljafl==¥eI~W¥aI"a~euiOO~ dihilangkan, karena dalam 

EI~~~u~j&===pa~u~ti~g~raA§­ Raperda dalam pasal 22 
kwa~~autk~ Ayat (7)sudah di amantkan 
a~a-~~emoostF-~ bahwa pengembalian 
~~ kelebihan pembayaran 
~sam~~hafl-~aY~aA retribusi diatur dengan 
~~a& perbup 

~~n~~~eIOO#la~mGaya~#iOO&i 

Gtsaml**kan seca~at~UI.~~~tc 

fJt-~~nefim~€jabat"~~tau~k~~M 

~ef€at~eRfpakaA~k{j~aa~+m€1honaR~I'ima--Oloo 

&J~a4c 

------'-------_.­ ---­ ____---l_ _ ~ ~ ~_~ -' _ -----------­
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8 Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

9 Penyidikan 

P-ilSa~ 

~~~IiaA-~elebiRan~-etriB\Jsi €I ilak\J!<caFl ~an 
m€fleR*tkafl=Sufat~Hntah~~<wIDusk 

~1=Af*lbi~€OObi~wYMa~~busi~toog-kal1 €l-@ogaA 
utaRg-1etOOu~aiAAyca~~~aksOO~ala~sak2~ 

3¥at~w¥ar,3A4Hakuk~f1.9ilA=€afa~aR 

~ukti~mffida1muk~ga---------OOr~a~ba~~j 

~a¥afa~ 

BAB XIX
 
KEDALUWARSA REoNAGlHAN
 

Pasal27 

Pasal28 
(1)	 PejJbJt Peqawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilinqkunqan 

Pemerintah Daerah diberi wewenanq khusus sebaqai penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ~~\:tf1 

~~HukumAcara Pidana; 
(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 

adatah ­
a. menerima,	 mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

b meneliti,	 mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi 
Mwbut; 

c	 meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau 
badan sehuhunqan rjenCFln tindak rirj~na rjitwi~nCJ retribusi I 

Judul bab disempurnakanBABXIX
 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
 

KEDALUWARSA
 
Pasal27
 

Pasal ....
 1.	 Ditambah 1 (satu) Pasal 
yang mengatur tata cara 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

penghapusan piutang 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. retribusi yang kedaluwarsa, 

sesuai dengan Pasal 168(2)	 Supati menetapkan Keputusan Penghapusan 
UU No. 28 Tahun 2009. Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

2.	 Urutan dan penunjukansebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
pasal agar disesuaikan(3)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

Pasal 28 I Pasal 28 disempurnakan 
\ 1) Pejabat Peqawai Negen Sipil tertentu dl lmqkunqan 

Pernerintah n ..... J""I h ....-ljh ,.i ' .........'lI ....... n............. '.... h' ....... ' ,.... I ....... , ...... U.\'-"'I I.,...IU\ UII '-.,.lU .." I • ..,V~VV-c;IIOII~ ro.. IU,:lU';:'
 

sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
 
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Hukum Acara Pidana.
 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
 
peraturan perundangundangan
 

(3)	 Wewenang Penyidik sebaqa.rnana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a.	 rnenerima, mencari. mengumpulkan dan
 

rneneliti keterangan atau laporan berkenaan
 
denqan tindal: pidano dl bidanq pcrpaiokan I
 

I d merneriksa nuku-buku, catatan-catatan dan dokumen I Daerah dan Retribusi agar keterangan atau I 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang I Japoran tersebut menjadi lebrb lengkap dan 1 

-------- J--
retribusi: l Jelas;___ _ _ -- ­
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e.	 melakukan penggeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap barang 
bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan atau melarang 
seseorang meninggalkan ruang atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi; 

i.	 memanggil orang untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan;dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

I	 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
(satu) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

4 

b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
 
Retribusi;
 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan
 
Retribusi;
 

d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
 
perpajakan Daerah dan Retribusi;
 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
 
terhadap bahan bukti tersebut;
 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
 
dibawa: 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan
 
tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 

I.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya
 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 

J.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk
 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
 
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai denqan ketentuan yally I

II I _L_ diatur d~a19m Un~ang-lL['l9angHukum Acara Pidana. -,-, _l--~~ 
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1 2 3 4 5 ERNUR LJ 
IB.lII/H10 Pidana Pasal~ Pasal ...	 1. Pasal 29 Raperda 

(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan disempurnakan dengan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah menambah 1 (satu) ayat 
daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan yang mengatur 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah penerimaan atas denda 
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang retribusi terutang yang tidaklkurang dibayar. pidana, sesuai dengan 

I 

tidak/kurang dibayar;	 (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pasal 178 UU No. 28 I 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pelanggaran. Tahun 2009. 
Keteraadalah Pelanggaran. (3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 2. Urutan pasal agar 

merupakan penerimaan negara. disesuaikan. 5 

ka 11 disen 

GUBER 
/ 

ka 16 disen 

al 1 angka: 
ina tidak dir 
.m pernunqt 
Usaha Peri 

al 3 d 
gan 
gecualian 0 

Usaha Peri 



---------

2 3 4 

Pasal 6
 
Tingkat
 

4 Cara Mengukur Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume 

Penggunaan Jasa kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan 
dan luas areal pembudidayaan ikan. 

penggunaan tempat izin usaha perikanan diberikan. 

5 Prinsip dan Pasal7
 
Sasaran Dalam
 

Pasal7 
(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya 

Penetapan 
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

tarif retribusi ditetapkan didasarkan pada tujuan 
Besarnya Tarif 

retribusi ditetapkan didasarkan pada tujuan untuk menutup 
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

izin yang diberikan. 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

penyelenggaraan pemberian izin yang diberikan. 
(2)	 Biaya penyelenggaraan pemberian izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penerbitan dokumen izin, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan usaha secara terus 
menerus di lapangan, penegakan hukum dan 
penatausahaan dan biaya dampak negatif dan 
pemberian izin tersebut. 

Pasal9
 
Besarnya Tarif
 
Struktur dan6 Pasal 9 

(1) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk 
penangkapan dan kapal pengangkut ikan adalah 

(1) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan 
kegiatan penangkapan dan kapal pengangkut ikan 

sebagai berikut . adalah sebagai berikut : 
a. >5 sid 6 GT = Rp. 200.000,-/Kapal a. 5 sid 6 GT "" Rp 200000,-/Kapal 
b. 7 sfd 8 GT =Rp. 300.000,-/kapal b.7 sid 8 GT = Rp. 300.000,/kapa! 
c. 9 sid 10 GT = Rp. 400.000,-/kapal c. 9 sid 10 GT = Rp. 400.000,-/kapal 

(2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk 
pembudidayaan pembesaran ikan adalah sebagai 

(2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan 
kegiatan pembudidayaan pembesaran ikan adalah 

berikut: sebagai berikut : 
a. tambak intensif = Rp. 300.000,-/haa. tambak intensif = Rp. 300.000,-/ha 
b. tambak tradisional = Rp. 50.000,·b. tambak tradisional = Rp. 50.000,-/ha 
Ihac. kolam tanpa konstruksi= Rp. 50.000,-/ha 
c. kolam tanpa konstruksi = Rp. 50.000,-/had. kolam konstruksi beton= Rp. 100.000,-/ha 
d. kolam konstruksi beton= Rp. 100.000,-/hae. karamba I jaring apung= Rp. 100.000,-/unit 
e. karamba I jaring apung= Rp. 100.000,-/unit f. rakit I tali	 = Rp. 25.000,-/ha 
f. rakit I tali = Rp. 25000,-/ha 

h lainnya = Rp 50.000, -/unit usaha 
g. kerang mutiara = Rp. 20.000,-/unit 

g. kerang mutiara = Rp. 20000,-/unit 
h. lainnya = Rp. 50.000, -/unit 
usahaI
 

______ ~ I_­

_ I 5 

I Pasal 6 disempurnakan 

Pasal 7 disempurnakan 

1 Pasal 9 ayat (1) huruf a 
disempurnakan dengan 
menambah "Iebih besar atau 
sama dengan", sesuai dengan 
Pasal 21 ayat (2) Permen 
Kelautan dan Perikanan No. 
PER05fMENf2008 tentang 
Usaha Periakan Tangkap. 

.Terhadap izin pembudidayaan 
ikan, kewajiban memiliki 81 UP 
dikecualikan bagikegiatan 
usaha di bidang 
pembudidayaan ikan yang 
dilakukan oleh pernbudi daya 
ikan kecil dengan luas lahan 
atau perairan tertentu, sesuai 
dengan Pasal 39 Permen 
Kelautan dan Perikanan No. 
PER 12fMENf2007 tentang 
Penzinan Usaha 
Pembudiayaan Ikan 

____J
 
I 
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=Rp. ,wO, 1k@ 
= Rp. *OG,-I~ 

=Rp.~ 

=Rp. 250. 1 1<13 

(3) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan 
pembudidayaan perbenihan ikan adalah sebagai 
berikut: 
a. udang windu =Rp. ~~~ 

b. udang putih = Rp. O~ 

c. kerapu = Rp.400, le!<Of 
d. bandeng = Rp. 5. lel<ol" 
e. ikan air tawar = Rp. 5, /01<01" 
f. ikan lain-lain = Rp. 4-(}, lokor 

(4) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan 
pengumpulan atau pengolahan atau perdagangan ikan 
adalah sebagai berikut : 
a. udang windu 
b. udang putih 
c. lobster 
d. kerapu 

e....dst. 

(3) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk 
kegiatan pembudidayaan perbenihan ikan adalah 
sebagai berikut : 
a. udang windu := Rp ../. . 
b. udang putih =Rp ../. . 
c. kerapu =Rp J . 
d. bandeng = Rp ../. . 
e. ikan air tawar = Rp J . 
f. ikan lain-lain = Rp ../. . 

(4) Besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk 
kegiatan pengumpulan atau pengolahan atau 
perdagangan ikan adalah sebagai berikut : 
a. Usaha Skala Kecil/Unit 

- s.d kg/Bulan Rp. . . 
b. Usaha Skala Menengah/Unit 

- > s.d < kg/bulan Rp. . . 
c. Usaha Skala Besar/Unit kg/Bulan 

Rp . 

/ Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

Pasa! 14 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan 
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) I\pabila boraa&arkan RasH pOffloriksaafl==£!an €litemtll<an 
~~ta=¥aP9 somwla43oltdffi tefWlgkap yang 
mooy€babkan =ponambaRan jUr¥1laR retribusi yang 
terwta~, FRal<a €Jilmlwarkan SKRDKBT 

~ Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) €Ian f;KRDKBT so@agaiff1afta 
~tHi pa€la ayat (2--)-, akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasa! 14 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi 
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

~.	 Penetapan tarif retribusi 
izin usaha perikanan 
untuk kegiatan 
pembudidayaan ikan 
harus dikaitkan dengan 
luas lahan yang 
digunakan untuk 
pembenihan ikan bukan 
berdasarkan jumlah benih 
ikan. (misalnya 
Rp ./ha) 

~.	 Penetapan tarif retribusi 
izin usaha perikanan 
untuk kegiatan pemasaran 
atau pengolahan ikan 
dikaitkan dengan volume 
usaha pemasaran atau 
pengolahan tersebut. 
(Misalnya untuk usaha 
skala kecil yang 
menghasilkan 0 s.d 250 
kg per bulan, dll). 

1. Pasai 14 ayat (2) dihapus 
karena pemungutan 
retribusi bersifat official 
assessment sehingga 
tidak memerlukan 
dokumen SKRDKBT. 

2. Pasal	 14 ayat (3)
 
disempurnakan.
 

----' 
I 
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BAB XII 
*AlA CAR~MUNGUTAN 

Pasal15 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

SAeXll1 
TArA CARA PEMBA¥·ARAU{)AN4J~AGIWAN 

Pasal 16 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan~RnKRT=(t::m 

~. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan I 
Peraturan Bupati. 

(1) R@tribusi tGfut~safkan SKRD ataw €l€lI<wRl@n 
lain yaQg----dil'ilorsamakan, £~DK8T, Sn~D ean Sumt 
~\JtwsaA K@0eratan yORg011onyeaabkan jum~ 

r-ctribblsi yang hands eibayar 1300taRlba~ 

ataEJ I<wraflg siaayar €lIaR Wa1ib R@tribbfsi daf3a~ 

~kJi 6aeafl Urusem=P--4utang dan------Lalang N@gara 
~--YLt>l). 

{2) Penagman retfIDl4St~lalui BPULN =6tlal<sanal<an 
oor€lasaf"k~-ufl~ 

berlal<u. 

8 Penagihan Pasal 17 

I 
I

_L__ .__
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11	 Pasal15 ayat (4) dihapus, 
karena telah diatur dalarn 

BAB XII 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 

Pasal18.PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN h 
Pasal15 ayat (5) RaperdaPEMBAYARAN	 ~. 
dihapus, karena akan diatur 

Pasal 15 dalam pasal baru. 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. ~. Pasal 15 ayat (6) Raperda
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD disempurnakan dengan 

atau dokumen lain yang dipersamakan. mengubah "penagihan " 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana menjadi "pemungutan". 

dimaksud pad a ayat (1), dapat berupa karcis, ~. Urutan pasal disesuaikan. 
kupon, dan kartu langganan. 

Pasal 16 Judul bab dihilangkan dan isi 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi Pasal 16 disempurnakan dan 

sekaligus. menghapus dokumen 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat- SKRDKBT dan STRD 

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut 
dengan Pel aluran Bupati. 

'I 

BAB ....
 
PENAGIHAN
 

Pasal ... 
(1)	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau 

kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 
STRD. 

(2)	 Penagihan retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat 
teguran 

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
I yang sojonis sebagai tindakan awal pclaksanaan 

1 
penagihan retribusi dikeiuarkan seteiah 7 (tujuh) 
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 

- --_.- --- - ---- ---- - -- ----

Pasal 17 diubah menjadi bab 
dan pasal yang mengatur 
tentang penagihan 

j
 



2 3 4 

(4) 

(5) 

(6) 

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek 
Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 
Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

9 Keberatan 
(1) 

(2) 

(3) 

I 
, (4) 

(ii) 

(@) 

Pasal 19 
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya I (1) 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SKRDKBT dan SKRDLB. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa I (2) 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
Qatam-------Aal Wafffi g~~~atefl 

8taSc~~~,----Wflj~-iOOs~I (3) 
membtlkti#a-n ketiQ~ . 
tersebt:fu 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali 
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa I (4) 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 
Kebeffi~ . -y-aflg tidak rnoRlonooi persyaratan 
~agatma-Fla dimal<sbJ€l J3odo a,'ot=-{2) dan (3) tiB-a~ I (5) 
~ap-=s~aiswrat=¥eoorotaFl. s~a===t:mk 

~ertimbangkafu 

Pel1gajwa~-kcberataFl ti€lak ffiOOt:lOOa==k€WQ~: I 
mGmbayaJ:=c-----retrioosi dan J3clal<S8A3aft= f)€FlagihaFl 
retribwsi. 

Pasal 19 
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan 
hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan SKROLB. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dan SKROLB diterbitkan, 
kecuali jka Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jclngka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluarkekuasaannya. 
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan 
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan 
retribusi. 

5 

Pasal 19 disempurnakan 
disesuaikan dengan UU No. 
28 Thn 2009 dengan 
menghapus dokumen 
SKRDKBT 
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Pasal=2-3 Pasal 23 dan Pasal 24 
poogornbal ian ketebi haAf}Offibayafim dihilangkan, karena dalam 

ret,~~~~~=S€~~t€flWj-G-=-f300a8Ypal+=El~ Pasal 22 ayat (7) Raperda 
6@kelfan~~~~ sudah diamanatkan dengan 
a-:---flQma €Jan almllat Wajil:3 Rotr~-- Peraturan Bupati 
b-:---fflasa ro~ 

G. besarnya I<GI€bil'1ar+~~f1;€lan 

d. alason singl(at doo-j@las. 
f2) P@rffl()h€lRan peRgombalian I(olobihan pombayaFaA 

retribusi €fisarnootKilfl SOG: ;)-ffi langsoogataYmolatW 
pas tOF€at~ 

(3) Btikti------p0f1«~~of;j Pejabat Daorah ataY bwkt4 
PGAWAman p@s tOfC-atat rnewpakan l:3wl<ti saat 

~~ 

~==Poogemootiafl kelebi~~et¥1oo&f=j~*W..afl~~tQfl 

meooroitl<an £e1~trn~bayar Kel€bihafl 
Rclr~ 

fJf=Apab»~~rn~n P€mo~~ 

€Hf3er-hittu:lQkan g~an Ytan9 rotAbusi lainnya, 
sebagaim~affl Pasal 22 ayat (4), 
pemQa¥afa~!ak~~fl=Gar~f.1Cffiindahbukwan . 
~~~uan jw@a borlal<~ I 
Fl A mh;;}¥El'ffi~ 

10 I Penghapusan BAB XIX BAB XIX I Judul bab disempui nakan 
Piutang Retribusi KEDALUWARSA nalAGIHAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 
Yang Kedaluwarsa Pasal 27 KEDALUWARSA 

Pasal27 

Pasal .... 11. Ditambah 1 (satu) Pasal 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi yang mengatur tata cara 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah penghapusan piutang 
kedaluwarsa dapat dihapuskan retribusi yang 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan kedaluwarsa, sesuai 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan Pasal 168 UU No. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 28 Tahun 2009. 
Tata cara rengharu~an piutanq Retribusi yanq 2. Urutan dan pcnunjukan 

I I sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan pasal agar disesuaikan. 
I I Waiikota. 
l~ __ --.----­ ---­
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2 3	 4 5 - 1 
11 I Penyidikan Pasal 28 disempurnakan BABXX	 BABXX 

PENYJDIKAN	 PENYIDIKAN 
Pasal28	 Pasal28 

(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dl 
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
dimaksud dalam Undang-Undang ~ 8 Tahun Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud 
+981 tOflt~Hukum Acara Pidana; dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat 1 (satu) adalah : adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan dan lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar ketentuan peraturan perundangundangan. 
keterangan atau laporan tersebut menjadi (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
lengkap dan jelas; ayat (1) adalah 

b.	 meneliti, mencari dan mengumpulkan a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Oaerah dan Retribusi agar keterangan atau 
t€+~; Iaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang jelas; 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak b. meneliti, mencari, dan menqurnpulkan 
pidana dibidang retribusi; keterangan rnenqenai orang pribadi atau 

d.	 memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
tindak pidana dibidang retribusi; perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan c. meminta keterangan dan bahan bukti dari 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan I orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; dan Retribusi; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
dibidang retribusi; perpajakan Oaerah dan Retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan atau melarang e. melakukan penggeledahan untuk 
seseorang meninggalkan ruang atau tempat I mendapatkan bahan bukti pembukuan. I 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung pencatatan, dan dokumen lain, sertaI oCln memeril<sa identitas orang. dan/atau i melakukan penyitaan terhadap bahan bukf i 

L__~~_ _ _____goku~~Gr0'?ng dib9w~____ __ ___ 1 ~~.r-?~but .. _. 

I

I, _J 



2 

12 I Pidana 

3 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi; 

i.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan;dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal~ 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi terutang yang tidaklkurang dibayar; 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pelanggaran. 

54 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang
 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
 
dan memeriksa identitas orang, benda,
 
dan/atau dokumen yang dibawa;
 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan
 
tindak pidana perpajakan Daerah dan
 
Retribusi;
 

i.	 memanggil orang untuk didengar
 
keterangannya dan diperiksa sebagai
 
tersangka atau saksi;
 

j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk
 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
 
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
 
dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
 

(4) Penyidik sebagaimana	 dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

~enya,m.p~l,kan ha~il,. p~nYI~I~~nny~. ~e!?a~a I 
r-enumUl umum rneraun l-'enYIOIK pejaoat 1-'01iSI 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal ... 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
tidak/kurang dibayar. 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah Pelangg aran. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

1. Pasal29 Raperda 
disempurnakan dengan 
menambah 1 (satu) ayat 
yang mengatur 
penerimaan atas denda 
pidana, sesuai dengan 
Pasal 178 UU No. 28 
Tahun 2009. 

2. Urutan pasal agar 
disesuaikan.I

merupakan penerirnaan negar a. I 
1-	_ 
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Ketentuan 
Peralihan 

Ketentuan Penutup 

BAS XXII
 
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal 30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi 
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang 
lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini 
masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (Iiffia) tahun 
terhitung sejak saat terutang. 

Pasal 32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 40 
Tahun 2000 tentang izin usaha perikanan dan pungutan 
hasil perikanan dalam Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan dinyatakan tidak berlaku. 

BAS XXII
 
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 
Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan 
Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam 
Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutang. 

Pasal32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 40 Tahun 2000 tentang izin usaha perikanan 
dan pungutan hasil perikanan dalam Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku. 

Pasal 30 disempurnakan 

Pasal 32 disempurnakan 

, 
GlJHEl41IR LA 

l 
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LAMPI RAN VI	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2011 
TANGGAL: 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
 

No Materi Raperda KeteranganRumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
2 53 4 

1 Ketentuan Um um l\ngka ~5 Dihapus. I Pasal 1 angka 35 dihapus 
&ldRit KetetapaA=Qetribu~A=¥tIrang tlayat' karena tidak diperlukan 
~flA, yang sclaf:ijtlffiya=€lapat €lisinglmt £KDRKtlT, dalam pemungutan Retribusi 
ooala-A-=&tlfcat~t~n yar:l~ MGl'1€ffiU I"an Ta R1bahOfl Penggantian Biaya Cetak 
ataG=Jumla~usi yaR§-=te-tafi €litotapl,<an. Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil. 
I 

2 Nama, Objek dan Pasal2 Pasal2 I Pasal 2 disempurnakan 
Subjek Retribusi Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
Retribusi sebagai pembayaran ~~ttk dipungut Retribusi	 atas pelayanan cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang IGOfI=Ak~~~ 

diselenggarakan oleh Pemenntah Daerah. I 

I 
3 Prinsip dan Pasal 7 Pasal 7 disesuaikan denqan 

Sasaran Dalam 
Pasal7 

Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif Retribusi Pasal 152 ayat (4) UU No. 
Penetaan Besarnya 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
didasarkan pada penggantian biaya Cetak Kartu 28 Tahun 2009. 

Tarif 
didasarkan pada penggantian biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil ~ Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil hanya 

memperitungkan biaya cetak dan pengadministrasian. 
masyarakat €lan aspok kGa4~n 

~~anfasiHta~ 

Pasal9 Pasal 9 1 Pasal9 ayat (2) huruf h 
Besarnya Tarif 

4 l Struktur dan 
(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan disempurnakan. 

pelayanan yang diberikan. jenis petayanan yang diberikan	 2. Pasal 9 ayat (2) huruf iRetribusi 
(2) Besarnya tarif adalah sebaqai berikut (2) Besarnya tarif adalah sebaqai benkut dihapus karena tidak diatur 

I a. ~~~~.!anda Penduduk.. . .. Rp. a Kartu Tanda Penduduk . Rp. 10.000,­ dalam U U No 28 Tahun 
IUUUU,­ b Kartu Keluarga ..	 .Rp. 2,500,- 2009., 

b Kartu Keluarga	 Rr r Akti'l Pprl<Clwinan	 Rp. 60000, II 
d Akta Perceraian Rp 60.000,- L 

L__J " ~_ _ , . _ ~-----..L- .__ _ _ ~_ 

I I	 2500,­
_ 

--~--
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c.	 Akta Perkawinan Rp. 
60.000,­

d	 Akta Perceraian " Rp. 
60.000,­

e.	 Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 
60.000,­

f.	 Akta Ganti Nama bagi WNA.......... ..Rp. 
100.000,­

g.	 Akta Kematian Rp. 
10.000,­

h.	 Perbaikan Akta-Akta Catatan Sipil. Rp. 
5.000,­

i.	 SHrat=*eterim§~... ... .. R1F. 

~ 

BA~ X 
SURAT PE---NOAFTARAN 

~1=t3 

~~j~effi@usi watib mon§isi=BPdQR!) 
~+=SP€fQR9-~i~s~~~as~ 

w-4#st~~afI joins, be~~..=€I~H~=~~kal3 sQrta 
@itgA@ataRgani oloh '....afjb---ret+i-busi ataw I<uasa~ 

f31	 Bontwk, lSI, soria tata €iaFO I3QA~isian €Ian 
j::)GAYampajaP~GR&=wba§a4ma+la €limak~~ 

a~(at (1) €liatur----IDO~h lal1tUt dongan Porahnan Blipa-th 

BAS XI 
~-NETAPAM RETRI6USI 

PasaW4 
(1)	 BQFdasa~ORD seba~aimana Qimal<sw€l salam 

Pasal 12 ayat (1) ciOOt.a-n---+otribusi=torutaflfr €lQRgafl 
~~ta-Y €lokumen lain YaR9 
~ 

(2)	 /\l3a~~f€lasar"an hasil =--jaemeril<saan €km 
I	 attomulgn €lata baru ntaY data )'an§) somblla bel10tffi 

terY~al3 yaRg menyebabl<an ponambahan jurnlafl 
retrlbtfSi~~,maim €Iikeluarl<an SKRDKBT. 

(3)- BeAty\(,	 is~~ta €afO 130AQrbitan SKRD atatt 
ookum€n laifl==€ltporsamal<an sobagaimaRa dirnal<sud I 

e.	 Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 
60000,­

f. Akta Ganti Nama bagi WNA Rp. 100000,­
9 Akta Kematian Rp. 10000,­
h.	 Penerbitan kembali Akta-Akta Catatan Sipil 

yang rusak atau hilang Rp. 5000,­

\*lGa ay@t <~~';KR&K8T~~manaDimaksud 

~yat (2), akaA=€Hatur- ------lebih laAjut €longunJ 
P@rahJraA BWfJati __L

I 

_ ..__._ --_·._----.-0__ - __--- . __, _ 

I 
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Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

5 

Penagihan6 

I I 
I 

---~ 

3 

BAB XII 
~A=P--EMUNGU*AN 

Pasal15 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

(4)	 Qalafflhal 'Najib Retrislelst--t~al< memsayar 
tepat pada waktooya ataw l,wfaAQ m€H'flbayaF,­
6ikonalw~-i=berwpa swnga sobcs9+ 
22k (dlela J30FSDn) sotial3 swlan----dari=-retriswsi yang 
tefbltanQ yang=tidak ataw I<lelrang €lia~an € litagih 
de-ngan rnonggtlflal,an £TRD, 

(6)	 Pona@iha-n Rotriblelsi scoo~a dirnaksw8 ayat--(-4j 
~hHju-Ldong-an S wrat TOffifJ=a-J+-

BA8=X-m 
*A:rA CARP. PEMBA¥ARAN----OAN~ENAGIHAN 

Pasal 16 
(1) Pembayaran	 retribusi yang terutang harus dilunasi I (2) 

sekallgus. 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-lambatnya 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan;=SKRDKBT -dan I (3) 
&TRQ. 

(3) Tata	 cara pembayaran, penyetoran dan tempat
 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan
 
Peraturan Bupati.
 

~~.,f: 

~i terwtan~rdasarl<flQ--SKRQ ataw Bel,wmen 
!cain yan@ €lipersamakan, £KRDKBT, STRQ €lan £wrat 
Kc~a-n Koserata-n yang meflYG~I(aA jtJ~af:l (1) 
retriswsi yal1§ horws dibayar sertarnwR------yang tit:ica* 
otaw kill-Bff@ Bisoyar4~ Retrilalelsi sal3at ditagih 

melaIUi-.Bad-a--n--UrUSOn---Riuian9- .d Of+--b@,.	 lang "?"1 
(~PULf'J).__ .._. .. __ _ 

4 

BAB XII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

PEMBAYARAN 
Pasal15 

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, 
kupon, dan kartu langganan. 
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke 
Kas Daerah. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan 
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal16 
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus. 
Retribusi yang terutang dilunasi selambat­
lambatnya 15 (lima belas) han sejak 
diterbitkannya SKRD atau 
dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, 
pembayaran, angsuran 
pembayaran retribusi akan 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB .... 

dokurnen lain yang 

penentuan tempat 
dan penundaan 
diatur lebih lanjut 

PENAGIHAN 
Pasal ... 

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau 
kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 
STRD 

5 I 

1. Pasal 15 ayat (4) dihap:1 
karena telah diatur dalarn 
Pasal 18. 

2.	 Pasal 15 ayat (5) Raperda 
dihapus, karena akan 
diatur dalam pasal ban. 

3. Pasal 15 ayat (6) Raperda 
disempurnakan dengan 
mengubah"pena~han' 

menjadi "pemungutan" 
4.	 Urutan pasal disesuaikan. 

Judul bab dihilangkan dan 
Pasal 16 disern purnak an, 
dengan menghilangkan 
Dokumen SKRDKBT dan 
STRD 

Pasal 17 diubah menjadi bab 
dan pasal baru yang 
mengatur tentang penag nan 

I	 I 
_	 . ----.L_ _. __ --.J I 
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I Keberatan 

I, 

3 

R-}	 P@flagil:1an F€ltri@ysj~elil4bJi I:ilPlJW~al<Sanal<aA I (2) 
oo€lasar~-attlffi~ooa~afl=yafl!:J 
l;)@Flam 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal19 
(1)	 Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya I (1) 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SKRDKBTdanSKRDLB. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa I (2) 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)	 Qalam hal 'll/a1i13 R@tri13bJsi rnongajtll<an k€l~era{afl 

mas kotetaf:lan F@tJ=iOOsi, \l\/a14a--RetFi~bl~t I (3) 
ffi€fflbbJl<til<an l<etkjak~cmafQn I<otetafilon Fotr~ 

ters€lbbJt. 
(4)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbrtkan, kecuali 
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa (4) 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 

I (5) 

4 

Penagihan retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat 
teguran. 
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) 
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek 
Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 
Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 19 
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan 
hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan SKROLB. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan 
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

5 
--~ 

Pasal 19 discnpurnakan, 
sesuai ketentuan UU No 28 
Tahun 2009 

mernbayar retribusi dan pelaksanaan penaqihan 
retribusi. __J

I

_ 1---- -- --------- -- --------- _.----­
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(ti) KGberatan y~ak m€menblhi l3€rsyaratan 
~~4~mak~6a-=aY'€l~A----(31----ti4ak 

dianggaJ)S@ba~wat I<oseratan, sohingga ti€lal'( 
~imbfH~~ 

(6) Pc:mgajtla-I+=- l<eOOrat~==-tidak monunda kewo1isan 
~ar mtrisblsi €Ian pelaksanaan I3€flagihan 
~ 

Pasal23 
t:1) Perrnohcman l3@ngern13alian k@I@13ihan pem13ayaran 

mt-Fibu-si=diajuka-n secar-El tertulis l3a€la ~blf*lt~ 

~-kYrangnyarnenye\3Ytkan : 
o. narno €Ian alarnat Wa1i13 RQtri13YSi; 
&==mosa FQtri13Ysi; 
&e-OOsafnya k€~G-bihaA~oyor--af¥,€l-afl 

€k=alasan--singkot clan 1~ 

(~~ffl€7IwfRlA I3€ngembaliaR 1@\e13ihan pernoa~ 

retr~oosi=dtsamf*l~ecaro langsblng a~ 

~ 
(3) ~blkti pc:merirnan eleh Peja13at--------Daer-ElR otaY 13lJkti 

t**lgirirnan I3€lS teFGotat mcmolpakan l3u1,ti saat 
pm-rnohonafl=4tcrc#na---etQR ~upatt, 

Pasal 24 
(1) PQngQ-FAbaHaR==kQIQ13ihan FQtri13Ysi €lilalwkan €lengon 

rnonor13itkan £urat Porintah Mombayar Kelel3itla:fl 
RetriBusi. 
I\~ hele13ihan mtri13usi;4;-3 pem13ayaran 
€liporhihmgkan ooR§an bltang FQtri13Ysi lainn~,.a , 
so13agaimooa------EHmaksYd-------daiam Pasal 22~a~ 

pern!cJayaran €lilal,Ylon clQngan GaFEl pemin€JahBw~A 

~n !cJukti pernin€lah13uk-ttan jblga serlal,bl se!cJagai sblkti 
pornBayaran. 

BAB XIX 

4 

-8 I Pengem 
Kelebih 
Pemba 

-

BAB XIXPengha9 

5 

Pasal 23 dan Pasal 24 
dihilangkan, karena dalam 
Pasal 22 ayat (7) Raperda 
sudah diamanatkan cliatur 
dengan Peraturan Bupati 

Pasal 27 judul bab 

KEDALUWARSA PEit'IAGIHAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSi YANG disempurnakanI Piutang 
I Yang K I Pas;:ll ')7 I KEDALUWARSA
 

Pasal27
 

--- -------~.--l l _ J ~-------
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3 4 

1. Ditambah 1 (satu) PasalPasal .... 
yang mengatur tata cara 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

penghapusan piutang 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. retribusi yang 

kedaluwarsa, sesuai 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
dengan Pasal 168 UU No. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 28 Tahun 2009. 
2. Urutan dan penunjukan 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan 
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 

pasal agar disesuaikan. 
Walikota. 

Penyidikan BAS XX	 BAB XX Pasal 28 disempurnakan 
PENYIDIKAN	 PENYIDIKAN 

Pasal28	 Pasal28 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
dimaksud dalam Undang-Undang ~er--=8-=::r=6lAtm Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud 
H~S1 tontdf'lg--Hukum Acara Pidana; dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat 1 (satu) adalah • adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

a. rnener.ima:_._~e~can, _ meng~m~ulkan, __ ~a~ I I~ngkung~n _Pe~ennt~~_~~~ra~ y_a_ng. dla_ng_~a!I" meneliti ketei anqan atau laporat I bel KellClarl oleh pejabat yClllg oerwenanq sesuat denqan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar ketentuan peraturan perundangundangan. 
keterangan atau laporan tersebut menjadi (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pad a 
lengkap dan jelas;	 ayat (1) adalah: 

b.	 meneliti, mencari dan mengumpulkan a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
t~; laporan terse but menjadi lebih lengkap dan 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang jelas; 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
pidana dibidang retribusi; keterangan mengenai orang pribadi atau 

d.	 memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan I Badan tentang kebenaran perbuatan .yang I 
I	 I dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana _L_______L. -=dak pidana dibidanq retribusl;	 l. perpajakan Daerah dan _R~rribUS" . J 
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e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan atau melarang 
seseorang meninggalkan ruang atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi; 

i.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan;dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
mernberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil ponyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

L_, -­

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari 
orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi; 

d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan 

i. ~~~~~~9il orang untuk didengar I 
keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Urnum rnelalui Pcnyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan:l 
Hukum Acara Pidana. 

--- - ----- - - -- --._- ­
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11 Pidana 

12 Ketentuan 
Peralihan 

I 13 Ketentuan Penutup 

3I 

Pasal~ 

(1) Wajib	 Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar; 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pelanggaran. 

Pasal30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi 
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang 
lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini 
masih dapat ditagih selama jangka waktu Iii (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutang. 

Pasal32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 
Tahun 2009, tentang Retribusi Penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil 
dinyatakan tidak berlaku. 

4 5 

Pasal ... 3. Pasal 29 Raperda 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan disempurnakan dengan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan menambah 1 (satu) ayat 
daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 yang mengatur 
(tiga) bulan atau pidana denda paling ban yak 3 penerimaan atas denda 
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang pidana, sesuai dengan 
tidak/kurang dibayar. Pasal 178 UU No. 28 

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Tahun 2009. 
adalah Pelanggaran. 4. Urutan pasal agar 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan. 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal 30 disempurnakan, 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 

Pasal30 
dengan merubah angka 5 

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan menjadi angka 3, karena 
Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam kedaluwarsa penagihan 
Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama adalah 3 tahun 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutang. 

Pasal32 I Pasal 32 disempurnakan 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 02 Tahun 2009, tentang Retribusi Penerbitan 
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta 

Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. L ~ . 

GURER 



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.lII/HKl2011 
TANGGAL: 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 

KeteranganRumusan Penyempurnaan Materi Raperda Rumusan Raperda No 
5432 

1 Dasar hukum 
mengingat 

Ketentuan Umum 

3 Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

AAgka 21 
SufOt Ketetapan Retribusi Daerah KUFOng Bayar 
Tarnbahan, yang selanjldtnya dapat disingl<at SKDRKBT, 
~~~tw;aA-Yan9 Menernldl<an Tambahan 
at~ah Retribldsi yang telah ditetapl<an. 

Pasal2 
Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut 
retribusi atas sot-iap-------pem@tengan hewa~ 

€lilal<ldkan €iiFlJrnah p€Jt€mg hev.a14lu~t~ 

~~g.afl hewan lainFlya. 

"	 Pas~4 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

Dihapus. 

Pasal2 
Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan 
dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas 
rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

Angka 11 disempurnakan 
dengan adanya perubahan 
PP 27 Thn 1983 

Pasal 1 angka 21 dihapus 
karena tidak diperlukan 
dalam pemungutan Retribusi 
Rumah Potong Hewan. 

Pasal 2 disempurnakan 

I Pasal 4 ayat (1) 

memakai fasilitas rumah potong hewan yang
_

ooldrnah filen1@tOfl§aA=l=le'....a-Alunggas rnilii< peFllcMt-a-A 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh€lan/atau ter~npat l'lomot'@~an---howanf-ufc19gas lainA-)'-Q 
Pemerintah Daerah. ______ "yang dltetapl<an @!ell B~pa&.-L _ " "	 ----- - --- - - -- - --- ---­

I (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan 1(1)	 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan I disempurnakan 
yang memperoleh pclayanan dan/atau menikmati/I yang mc1aksanakaA-.pemotOflga+l--------l:leWaflAH+ggasi 



2 

4 I Cara Mengukur 
Tingkat 
Penggunaan Jasa 

5 I Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

43 

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat I (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
(1) adalah wajib retribusi. ayat (1) adalah wajib retribusi. 

BABIV
 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

BABIV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan 

Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 

kuwantitas pelayanan rumah potong hewan diberikan. ternak dan pelayanan, yang diberikan di rumah 
potong hewan 

Pasal9 Pasal9 
(1) Biaya pemeriksaan hewan/unggas per ekor sebelum 

dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem) 
(1) Biaya pemeriksaan hewan/unggas per ekor sebelum 

dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong
 
adalah sebagai berikut :
 (postmortem) adalah sebagai berikut : 

3.	 sapi/kerbau Rp 25.000,00,­a.	 sapi/kerbau Rp 25000,00,­
b.	 babi Rp 15.000,00,­b.	 babi Rp 15000,00,­
c.	 kambing/domba Rp 10.000,00,­c.	 kambing/domba Rp 10.000,00,­
d.	 ayam/unggas Rp 150,00,­d.	 ayam/unggas Rp 150,00,­

(2) Biaya pemakaian kandang (per ekor) : (2) Biaya pemakaian kandang (per ekor) : 
a. sapi/kerbau Rp 15.000,00,­a. sapi/kerbau Rp 15.000,00,­
b. babi Rp 10.000,00,­

c kambing/domba Rp 5.000,00,­
b. babi	 Rp 10.000,00,­

c. kambing/domba Rp 5.000,00,­
(3) Biaya pernakaran tempat pemotongan (per ekor ) . 

a sapi/kerbau Rp 10.000,00,­
(3) Biaya pernakaian Iernpat pernotongan (pel ekor) . 

a.	 sapi/kerbau Rp 10.000,00,­
b.	 babi Rp 5.000,00,­b.	 babi Rp 5.000,00,­
c.	 kambing/domba Rp 5.000,00,­c.	 kambing/domba Rp 5.000,00,­
d.	 ayam/unggas Rp 50,00,­d.	 ayam/unggas Rp 50,00,­

(4) Biaya tempat untuk pelayuan (per ekor) :(4) Biaya tempat untuk pelayuan (per ekor) : 
a sapi/kerbau Rp 10.000,00,­a. sapi/kerbau Rp 10.000,00,­
b. babi	 Rp 5.000,00,­b. babi	 Rp 5.000,00,­
c. kambing/domba Rp 5.000,00,­c. kambing/domba Rp 5.000,00,­

(5) Biaya retribusi pemeriksaan daging/karkas yang 
dari luar daerah 

(5) Biaya retribusi pemeriksaan daging/karkas yang berasal 
berasal dari luar daerah yang tidak dilengkapi dengan 
surat keterangan telah diperiksa oleh petugas yang a. sapi, kerbau, kuda Rp wo~~ 
berwenang di daerah asal:
 

c kambing/domba Rp ;J~-kg
 

b. babi	 Rp !iQO, OO;-l--k-g 
a. sapi, kerbau, kuda Rp 500,00,-/ kg 
b babi Rp 500,00,-/ kg 
c kambing/domba Rp 100,00,-/ kg 

d. ayam/unggas Rp. ~~ 

5 

Pasal 6 disempurnakan 

1.	 Tarif pemeriksaan ulang 
daging bagi hewan yang 
dipotong di Rumah Potong 
Hewan seyogianya termasuk 
dalam tarif pernerksaan 
kesehatan sebelum dan 
sesudah dipotonq. 

2	 Pemeriksaan ulang daging 
yang berasal dari luar 
daerah tidakdiperlukan 
karena kegiatan 
pemeriksaan tersebut telah 
duakuken di daerah asal. 

3.	 Penqenaan retribusi atas 
pemeriksaan daging yang 
berasal dan luar daerah 
merintangi arus lalu lintas 
barang antardaerah dan 
mengakibatkan ekonom 
biaya tinggi. 

4.	 Pemda dapat melakukan 
pemeriksaan ulang daging 
dan luar daerah sepanjang 
tidak diwajibkan dan pemilik 
daging/pedagang daging 
memerlukan pelayanan 
tersebut atau daging tersebut 
tidak dilenqkap dengan surat 
keterangan telah diperiksa 

I I
d. ayam/unggas Rp. 25,00,-/ kg 

oleh petugas yang 
berwenang dI daerah asal. L_J 
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6 Penentuan 
Pembayaran, Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran, dan 
Penundaan 
Pembayaran 

I _ ,-	 I' 

53 4 

Pasal14	 11. Pasal 14 ayat (2) diha pus~ 

karena pemungutan 
P-asa114 

PENE=F-AAAN-RETRlSUSt (1)	 Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud 
retribusi bersifat officialdalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi 
assessment sehingga 

Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan 
(1)	 Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam terutang dengan menerbitkan SKRD atau 

tidak memerlukan 
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 

dokumen lain yang dipersamakan. 
dokumen SKRDKBT. 

dipersamakan. 
(2)	 Sentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 12. Pasal 14 ayat (3) 
disempurnakan. 

€liternbJl<a~-a4>arbJ atow data yang selTH.4la boll:Jffl 
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut(2)	 !\l3ala;la berdasarl<~astl ~emeril<saaA= €10m 
dengan Peraturan Bupati. 

wrwngkal3==o/-aA§J monyebalal<aA poo-amliJahan jlolmlah 
retf400~g--terbJtang, maJ<-a=€lil<elbJarl,an SKRDKBT. 

(3)	 Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau 
dokumen fain dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BAS XII BAS XII Judul bab disempurnakan 
TAT" C '\RA=oP-E-MYNGUl"oAcN PENENTUANPEMSAYARAN,TEMPAT dan pasal 15 disempurnakan 

Pasal 15 PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN dengan menghilangkan ayat 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. PEMBAYARAN (4), (5) dan ayat (6), karena 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRO atau Pasal 15 ayat tersebut mengatur 

dokumen lain yang dipersamakan. 'I (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. sanksi administrasi dan i 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD penagihan 
dimaksud pad a ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau dokumen lain yang dipersamakan. 
dan kartu langganan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

(4) D-aJarn halc=JJ'JajiliJ Retrilawsi=tertoAtu- tidak memlaayaf dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, 
t€f:J-a~ w-aMun,'a atabJ I<bJrang momb-ay-a-ry kupon, dan kartu langganan. 
€l4k~~ministrasi Iaer-upabunga SeOOsfH: 1(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana 
~a I3€fS€A}=---sctiap-----bYIaA dar; rotrilausi yang dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke 
tef-YtaA§J ,'aAg ti€Jal<=-at~r dandtt-agffi Kas Daerah. 
~~tIfl-Ql<a~ ~TRD 

(5) PeAa9maft=Retr-tb~~e»maRa----etmal"soo--ayat ~ 

€i4daAulwi donaaR Surat Te~ 

~ K.otentwan leliJih ianjbJt mengenai Penugihan Rotii~ 

L L ..__.__.~_ dlatuF deA~on p~rattJron ~wpatt I-----.1__.	 .__.___ .--l-_ - ----------. -------' 
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Q/\Q XW Pasal 16 
;;r~-A=GARA~QI\YARAflJ OA~J PENAGHiAN (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

Pasal 16 sekaligus. 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi I (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat­

sekaligus. lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-lambatnya diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

15 (lima bel as) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dipersamakan. 
dokumen lain yang dipersamakan~RDKElT daA I (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
~. pembayaran, angsuran dan penundaan 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati. 
Peraturan Bupati. 

7 Penagihan Pasal17 BAB .... 
(1) RBtfioosi--tef-tlt6ulg ~ark-an £KR-9 ataw €lol~Ufl){m PENAGIHAN 

klin yailg---dipGrsama, , A=Sttffit Pasal ... 
KOl3wtwsan KobeffitaA==¥8Fl9=4llCA¥Obasl<an j~ (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau 
r~tfi~-aAg=flafl::t~yar==bortaflTb.ah yang tidak kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 
atau--k-unulg4ffiayaf=<>!Qh Wajib RGtf400si €Jal3at €Jttagth STRD. 
ffiBlalwi Ba€lon Urw;;an Piutang €Jan Lolanfr=N~ (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud 

~~ pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. 

{2+-~~ihafl==o====femoosi me1akl~~~~jj~a~ (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 
berdasarkan peraturan perendanq-undanqan-yenq-besleku sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib 
melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati 

8 I Keberatan Pasal W I Pasal .. 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan 

Judul bab dibilarqkan dan 
pasal 16 dise rnpumakan, 
dengan menghilangkan 
Dokumen SKRDKBT dan 
STRD 

Pasal 17 diubah rrenjadi bab 
dan pasal bau yang 
mengatur tentang penagihan 

a. Pasal 19 ayat (1) dan ayat 
(4) Raperda 

hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas I keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang 'I disempurnakandengan 'I 

SKRD atau dokumen lain yang d"iPersamakan denqan I :ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 1 menghapus dolurnen 
SKRDKIaT dan SKRDLB. dipersamakan dan SKRDLB. SKRDKBT 

b Urutan pasal disesuai~ 
_______ 1 --~--------------- ----------- - --- ------.------'­

I 
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1	 I 

9 I Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

10	 I Penyidikan 

. . 

3 4I	 I I I 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 

(3)	 Dalam hal wajib retribusi rnenqajukan keberatan atas jelas.
 
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat
 (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan
 
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
 atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus
 
tersebut.
 dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 

(4)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling retribusi tersebut.
 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau
 (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
 
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKtlT dan
 paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
 
SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
 atau dokumen lain yang dipersamakan dan
 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
 SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
 tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
 
kekuasaannya
 itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 

Judul bab disempurnakanBAB XIX BAB XIX 
KEDALUWARSA ~~AGIHAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 

KEDALUWARSAPasal27 
Pasal27 

Tambahkan pasal baru,Pasal ..... 
urutan pasal lain 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

menyesuaikan 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata	 cara penghapusan piutang retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal28	 Pasal 28 I Pasal 28 disempurnakan 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
dimaksud dalam Undang-Undang ~l@mor ~ T~~ Oaerah dan Retribusi, sebagaimana dirnaksud ] . 

L_~--- I ~€ntanQ Hukum Acara Pidana; ~__dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. I	 I 



~-----
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I
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I 
~ 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
Iingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari 
orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi; 

d. mernenksa buku, catatan, dan dokumen lain I 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, 

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 (satu) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi 
tersesyt; 

r 

I. 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tUg3S penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang 
seseorang meninggalkan ruang atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi; 
memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikan;dan/atau 
k. me!akukan tindakan lain yang perlu untuk I 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

(2) 

dan/atau dokumen yang dibawa, 
~er:~ur~.1

retribusi sesuai dengan ketentuan 
___ Perundang-=-ul]danga_n.~ 
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11 I Pidana 

12 Ketentuan 
Peralihan 

3 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal29 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jurnlah 
retribusi terutang yang tidakJkurang dibayar; 

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pelanggaran. 

BAB XXII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi 

' 

4 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal ... 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
tidak/kurang dibayar. 

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah Pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan negara. 

5 

5. Pasal 29 Raperda 
disempurnakan dengan 
menambah 1 (satu) ayat 
yang mengatur 
penerimaan atas denda 
~dana, ses~aidengan 

Pasal 178 UU No. 2B 
Tahun 2009. 

6. Urutan pasal agar 
disesuaikan 

BAS XXII Pasal 30 disempurnakan, 
KETENTUAN PERALIHAN dengan merubah angka 5 

Pasal30 menjadi angka 3, karena 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kedaluwarsa penagihan 

yang rnasih terutang berdasarkan peraturan. oae.rah. yang. Retribusi yang. masih te.rutan g berdasarkan Peraturan I adalah 3 tahun
I lain sepanjanq tidak diatur dalarn Peraturan Daerah ini Oaerah yang lain sepanjang tidak diatur dalam 
I masih dapat ditaqih selama janqka waktu Ii (Iirnaf tahun Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selamaII 

Iterhitunq sejak saat terutang jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
_ _ __. _ I terutang. _ 
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13 Ketentuan Penutup Pasal32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SeJatan Nomor 41 
Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah 
Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

Pasal 32 disempurnakan 



LAMPIRAN VIII:	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI 1B.III1HK/2011 
TANGGAL: 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHANNILLA
 

~~"----~----------	 ----,-- ------.----- ---- -----­

No 

1 

2 

Rumusan Penyempurnaan Mated Raperda Rumusan Raperda 
-+---­

42 3 

Dasar hukum 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang I 11. Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 
mengingat tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 
telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

Ketentuan Umum Aflgka=14 Dihapus. 
SYrat Pon€Jaftaran Os' '01( R . .
s~laRjYtnya disiAgkat iPdOR~!SY€!SI Dacron yang 
dtgY~akan @leR \Najis RQtrioElsi' 0 alan syrat yaF\g 
Retnowsi san \I\(ajis R t'8 . ootwl, FlClelaliH3rkan @s)'ol<

Pi 0 r! WS! soo . €I . 
saR Jilornoayaran Retriswsi ' . ~alasar JilorRltwngan 
Reratwran PorwndaFlQ WRQ ) ang=teJ=AYtan€l FAonwrwt 
An§lka 17 anQan. Dihapus. 
SYrat KotetaJilan RotriOO&i-9T~~h~h acrah Kwran~~an, yanQ solaFljwt ' > af 
D€lalah Swrat KO~Eltwsan :~ya ~pat distnW<at SKDRK6T, ..anE:) 'kmemElI<an Tam~ 

alas .lwmlah RotrisElsi yanQ-tclah gitotapl(aR. 

Keterangan 
5 

Angka 11 disempurnakan 
dengan adanya perubahan 
PP 27 Thn 1983 

Pasal1 angka 14 dan angka 
17 dihapus karena tidak 
diperlukan dalam 
pemungutan Retribusi 
Tempat Penginapan/­
PesanggrahanNilla. 

3 I Nama, Objek dan Pasal2 I Pasal2 I Pasal2 disempurnakan 
0 I Subjek Retribusi Dengan Nama Retribusi ternpat penginapan! I Dengan Nama Retribusi ternpat penginapan/ I 

1 

o 

pesanggrahan/villa dipungut retribusi sebagai pembayaran pesanggrahan/villa 
atas pelayanan penyedraan tempat penqmapan ~~. ]~embaYaran atas 

dipungut 
pelayanan 

retribusi 
penyediaan 

sebagai 
ternpat I 

L penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. I I	 ---------­



-------

------

•• 

----~-=r 

~ara Men2g~~r 
Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Prinsip dan 
Sasaran Dalam 
Penetapan 
Besarnya Tarif 

Struktur dan 
Besarnya Tarif 

-----_.-----~--~------ -- ­

3 
_.-- -- ----	 - -- --- ­~-----~------

Pasal6 
at Penggunaan Jasa diukur berdasarkan t~t dan 
3 waktu pelayanan fasilitas diberikan. 

7 
p dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 
lsi didasarkan untuk menutup dan mengganti biaya 
-lotaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, 
keamanan, dan biaya administrasi. 

Pasal9 
twkt	 .r ;~ r. ;~ ~. 'htas 

~fF. 
truktur dan besaran tarif ~im~ 

p~at (1) ditetapkan sebaqai berikut : 

-~-------~--

4 

Pa 
Tingkat Penggunaan Jas 
fasilitas dan janq] 
penginapan/pesanggarahc 

Pasal 7 
(1)	 Prinsip dan sasaran 

dan besarnya tarif 
tujuan untuk memper 
sebagaimana keuntu 
oleh Pengusaha sejE 
efisien dan berorienta 

(2)	 Biaya sebagaimana 
meliputi biaya 
operasional dan perm 

P 
Struktur dan besaran tarif I 

N 
JENIS FASILITAS

0 

-

51 

4 

5 

6 

ur berdasarkan jenis 
waktu pemakaian 

m penetapan struktur 
si didasarkan pada 

euntungan yang layak 
yang pantas diterima 
ng beroperasi secara 

a harga pasar. 
ksud pada ayat (1) 
rana, penyusutan, 
an. 

kan sebagai berikut • 

AKTU I TARIF (Rp) 

24 Jam==t2O:QOOo/Unit
-- ._---­

I 

Pasal6 disernpurnakan 

Pasal 7 disempurnakan 

Pasal 9 disempurnakan 

Pasal 13 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Tempat PenginapanJ-
PesanggrahanNilla tidak 
memerlukan pendataan dari 
wajib retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

[~ JENIS PELA-Y-ANAN 

I - I Cottage I Menqinap 

GOLONGAN 

'j x 24 Jam 

RE-~~:YSI 
zoo.ooorunu 

(1) 

BAa x 
SURAl PENDAF1ARA~J 

Pasal12 
\A/ajie Rotrieusi waji13 mOFlgisi £P€lORD 

~ '2)	 £P€JGRD s~airnana €Jirnal~l;l€l pada ayat (1~ 

iFli €Jiisi €ilengan j€las, bonar dan I@ngl<ap S€Aa 
@itaOOatangani €llej;:J wajle retrie~si atalol I<uasanya: 

I 

~ 
Ia€Fltloll<, isi, serta tat a €aFa f)ongisian €10ft 
f3enyampaian £P€lORD soeo§aimaFla dima*s~d f3ada 
ayat (1) €liatuF lobiR IOFljlolt €longon PeraklFaFl Ialoll'lati. 

i
 I 
L 
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7 

2 

Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pembayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

aA8==XI
 
~ETAPAt-J RE--l-RtSUSl
 
~~
 

{-+)	 tl(}I'"€iasaI:k~lA+S!2GGR~aff::»aAca.oEH-m-al<su6=€!alam 

~asaI12-a~@t*~~~ 

mORerbitl<aft S~~a-ffi--=y-aAg 

.rs-amal<a~. 

~0\pabila sorda&arkan hasj~ksaafl===6~ 

€litombll<a~ €lata wu atau data yan~~mYla ~ 

~kap yanQ rnonyobabl<an po~ambahan jwmla-A 
rotribusi yan~ torutang, mol<a dil<olblarl,an SKRDK8T. 

(2)	 8ontuk, isi dan --tata=€afa ponerbitanSl<-R~f»3 

€!Qkymon lain €liporsamakan soea~ana €limal<soo 
pada ayat ~G~ebagoimo~adimaksu€i 
j3-El€ia ayat (2), ~at~---1€ffih laflH:lt dongan 

~ 

BAB XII 
~~GlJ+AN 

Pasal 15 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

I dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
I dan kartu langganan. 
I (4) Dalam41al W-ajib Rottibwsi !erteflW=ti6-a-1< mernOO~ 

I tepa! pada wal<twnya ataw I'blran~ membayar, 
I ffil<oo-akan sanksi administrasi=BeNpo bbln§ta se~ 

I 2% (dwa fiJorsen) sotiafiJ bwlan dari re!ribYsi yang 
torYta~~ yoo!jJ tidal, atow I,wrong clIDayar €Ian dita~ih 

I dongon rnonggblnakarrSTRD. 

J!{ll =:efJ:::~: ===-.limakSW" .y.! (4)rnaooillwrdenQilrrSYra~Tegl:1raf1. 

4 5 

Pasal 14 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Tempat Penqnapan/-
PesanggrahanNilia tidak 
memerlukan pendataan dari 
wajib retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

BAB XII Judul bab dan pasal 
PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT disempurnakan dengan 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN menghilangkan ayat (4), (5) 
PEMBAYARAN dan ayat (6), karena ayat 

Pasal15 tersebut mengatur sanksi 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. administrasi dan penaqihan 
(2) Retribusi dipungut dengan menqqunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, 
kupon, dan kartu langganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke 
Kas Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan 
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 
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SA8=XUI 

TAT/\ CARA-~BA¥AAAA4)A-NPENAGIHAN (1)I Pasal16 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi (2) 

sekaligus. 
(2) Retribusi	 yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan~OKBT ~ (3) 
~. 

(3) Tata	 cara pembayaran, penyetoran dan tempat 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Penagihan8 ~~ 

~@ffioo~~~j4g-~~ 

I_ai R yangc €lipoma makaR, SKRO~TRD---@a~ 

~~M1==KeOOrataf'1==Y~-=ffie~w~mlafl (1) 
~~~F=~~ 
Ntabl IHlrang dibayar @Ieh W~~~ 

ffi~lyi Bado+\- UruGan-----P~at=FLol-a~ (2) 
(8PULNh 

(2)	 Peflagihan F@tffit~effilt+i==8~bN=€i#aksaR-ak-a+l I (3) 
berdas~ p:>eratblFafl l3~n§ldAdangan y~ 

ocr!aku, 

(4) 

(5) 

(6) 

4 

Pasal16 
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus. 
Retribusi yang terutang dilunasi selambat­
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB .... 
PENAGIHAN 

Pasal ... 
Penagihan retribusi terutang yang tidak atau 
kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 
STRD. 
Penagihan retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat 
teguran. 
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) 
hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek 
Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 
Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 
Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

5 

Judul bab dihilangkan dan 
pasal 16 disempurnakan 
dengan menghilangkan 
Dokumen SKRDKBT dan 
STRD 

Pasal 17 diubah menjadi bab 
dan pasal baru yang 
mengatur tentang penagihan 
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9 Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

10 Penyidikan 

Pasal.t9 
(1)	 Wajib Retribus: tertentu dapat mengajukan keberatan 

hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan desqan 
&KRQKBL-danSKRDLB 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)	 Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas 
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 

(4)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, &K~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali 
jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 
luar kekuasaannya. 

BAS XIX
 
KEDALUWARSA ~NAGU.jAN
 

Pasal27 

Pasal28 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang ~~Hukum Acara Pidana; 

Pasal 19 
(1)	 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 11 Pasal 19 ayat (1) dan ayat 

hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan 
SKRDLB. 

(2)	 Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa ~ 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)	 Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas 
ketetapan retribusi wajib retnbusi harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi 
tersebut. 

(4)	 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

SAS XIX
 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
 

KEDALUWARSA
 
Pasal 27 

Pasal ..... 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penaqihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(2) Bupati	 menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

(3) Tata	 cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal28 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(4) Raperda disernpurnakan 
dengan menghapus 
dokumen SKRDKBT 
Urutan pasal disesuakan. 

judul bab disempurnakan 

Tambahkan pasal baru, urutan 
pasallain menyesuaikan 

Pasal 28 disempurnakan 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ayat 1 (satu) adalah . adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
a. menerirna, mencari, mengumpulkan dan lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar ketentuan peraturan perundangundangan. 
keterangan atau laporan tersebut menjadi (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
lengkap dan jelas; ayat (1) adalah: 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
te-rsebb!t; laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang jelas; 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
pidana dibidang retribusi; keterangan mengenai orang pribadi atau 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
tindak pidana dibidang retribusi; perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
orang pribadi atau Badan sehubungan dengan 

dokumen-dokumen lain serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; dan Retribusi; I 

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka I· d. merneriksa buku, catatan, dan dokumen lain I 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana berkenaan dcnqan tindak pidana di bidang 
dibidang retribusi; perpajakan Daerah dan Retribusi; 

9 menyuruh berhenti dan atau melarang e. melakukan penggeledahan untuk 
seseorang meninggalkan ruang atau tempat mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung pencatatan, dan dokumen lain, serta 
dan memeriksa identitas orang, dan/atau melakukan penyilaan terhadap bahan bukf 
dokumen yang dibawa; tersebut; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
tindak pidana retribusi; pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 

J. menghentikan penyidikan;dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk pada saat pemeriksaan sedang berlangs:un;,g j

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang I dan memeriksa identitas orang, benda, 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan I dan/atau dokumen yang dibawa: 
PPri rndanc-undanoan.L_ I r _~-~,-,~,--~ ..~-, ;;z•. ;;z~-~----
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan tindak pidana perpajakan Daerah dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Retribusi: 
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi i. memanggil orang untuk didengar 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan keterangannya dan diperiksa sebagai 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersangka atau saksi; 
Hukum Acara Pidana. j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 

k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Penyidik	 sebagaima na dimaksud pad a ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal~.g 1. Pasal 29 RaperdaPidana Pasal ...11 
disempurnakan dengan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan (1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan I menambah 1 (satu) ayat I 
diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bu!an yang meng atu r 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 

daerah diancarn Pidana kurungan p3ling lama 3 
penerimaan atas denda 

retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar; 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 

pidana, sesuai dengan(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
Pasal 178 UU No 28 

Pelanggaran. 
(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidaklkurang dibayar. 

Tahun 2009.(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1)I 
2. Urutan pasal agaradalah Pelanggaran. 

disesuaikan. 
merupakan penerimaan negara. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 30 disempurnakan, 
Peralihan 

12	 I Ketentuan Pasal30	 Pasal30 
dengan merubah angka 5 

yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan 
Pada sa at Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 

menjadi angka 3, karena 
lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam kedaluwarsa penagihan 

~ mas.ih dapat ditagih selama jangka waktu ~ tahun ~eraturan Daerah ~ .ini masih dapat ditagih selama adalah 3 tahun
II terhitunq sejak saat terutang.	 Jangka waktu 3 (1Iga) tahun terhitunq sejak saatI_J ~ I terutang. ~ _ 



-- -

1 2 

Ketentuan Penutup13 

~-

3 

Pasal32 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang ~ mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

4 

Pasal32 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5 

Pasal 32 disempurnakan 

--­



LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.lII/HKl2011 
TANGGAL: 

EVALUASI
 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
 

No 
1 

1 

2 

Materi Raperda 
------=2=-­ -------jlf-----

Rumusan Raperda 
3 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

Dasar Hukum 
mengingat 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

Ketentuan Umum Af~I<a 14I' I Dihapus 

Keterangan 
5 

Angka 11 disempurnakan 
dengan adanya perubahan 
Perstursn Pemerintah No 27 
Tahun 1983 

Pasal 1 angka 14 dan angka 

Nama, onyek dan 
subyek retribusi 

~aran Osyok Rotris~si Dacrah ya~ 

s&aA1utnya GMsiFlgkat ~PGlORD, aootah surat yang 
~akaA Qloh Wa1is Rotoousi uRt-tlk melap@FI<an €>I::J,'ok 
R~si dan VI/31is RotrisElsi sesagai-=dasar l§loFhitungan 
daR l§lomsayaraFl RetFisusi )'aFl§J tOFhtltan§J l¥leooFHt 
PoratElran-~rUfldaf'lg URdaRgan. 
AAgl<a 17 
£urat Ketot-a~n--K--uFang..sayarTaFl'1sahalT,­
¥aoA9 solaR1tt-t-n-ya dapat disiftg.k~ SKDRK8T, a€lalaA~urat 

KOl§lutusan yaFlQ Monomukan TaFl'1sahaA atas JUFAlah 
~moost yang tatah Glitetal§ll<an. 

. 17 dihapus karena tidak 
diperlukan dalam 
pemungutan Retribusi 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga. 

I 

Dihapus. 

Pasal 2 I Pasal 2 I Pasal 2 disempurnakan 
Dengan Nama Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga I Dengan Nama Retribusi Pelayanan Ternpat I 
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebaqaiI 

J
penyediaan ternpat rekreasi, pariwrsata dan olahraga. I pembayaran atas. pelayanan penyediaan tempa: I _
 

ek rea s l , pariwisata dan olahraga yang dirniliki
 
dan/atau oleh Pemerintah Daerah.
 I_.~I .. _------ ---------- -- ------- --_.~ --- ._--- --_._---­

3 

I 



2 3 4 5 

4 Golongan dan jenis 
retribusi 

Pasal5 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai 
j&1js Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal5 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan 
sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal 5 disempurnakan 

5 Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
jasa 

Pasal6 
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuwensi, dan 
jangka waktu pelayanan fasilitas diberikan. 

Pasal6 
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuwensi 
jenis, golongan dan jangka waktu pelayanan fasilitas 
diberikan. 

Pasal 6 disempurnakan 

6 Prinsip dan sasaran 
dalam penetapan 
besarnya tarif 

Pasal? 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi 
didasarkan oottl~imt~y~lGJooA, 

b~~~~ya----keBOfSi~a~man~ 
b@y~Aist~ 

Pasal? 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh 
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pad a harga pasar. 

Pasal ? disempurnakan 

Pasal9 
(1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan fasilitas yang 

digunakan. 

(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut : 

Pasal9 
Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut . 

I Parkir I asuransi Jumlah 
(Rp) 

Pasal 9 disempurnakan agar 
jenis pelayanan dibedakan dan 
penggunaan lapangan tennis 
dan stadion tarif retribusi bkn 
per/orang tetapi per/group 

----'----------­ -"----~~------~-~-----~._--'-­ ..---' 

JENIS PELAYANAN (Rp) 

3.000,-/orang 
5.000,-/orang 
1.000,-/orang 
5000,-/orang 

5.000,-/orang 
10.000-/orang 

GOLaN 
GAN 

-Anak.-anak 
-Dewasa 

- Stadion. 
- Lapangan tenis 
- Lapangan. 
- Kolam renang. 

MasukTempat 
Rekreasi 

Tempal 
Olahraga 

2 

NO 

Keteran 
gan -----i 

Perl 
Perl 
Perl 

Tarif 
Retribusi 

Jenis Kegiatan 

a Latihan 
b. Pertandingan 
c kegialan 
lainnya 

JENIS 
PELAYANAN 

Stadion 

Tempat 
Rekreasi 

NO 

- pejalan ka:;i I .. .._"'1-sepeda ..' . 
motor 
-sedan Ijeep .. ... 
-mini bus .. . . 

L._ I I -bus besar ~.:......L:..:' . 

I I 
I 
I 

. apangan 
Tennis 

Perl 

_ I I Perl 

I I I 

f_ _ 1__ __ _ 1_ 
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BABX 
SY~-*ARAN 

PBsal-+3 
(1)	 'NajID--R€ltrisYSi=wajis m€l~i SP€lORD. 

ada ayat (1) !'lasalD.rlJ':lOLL,","'h->-'"'-'='i=aAa €lima!<;sud I'l 1€lI~g!<;ap s~--'ll-~t-U~Ti. sonar €laA~'- ";""---d~",, jel"", . . ala" l<"aSaAya. . 

(3)	 dJjtrH----'d~ loh wajil3 rotFll3b;1~l. €I OR !'loFlyampata-n_ElataAgam. _,s,ao 
Be:"I(, isi, sorta ta~:a~':Qk;"O ~aEla ar (1)	 EI - g ooagalm	 . at£P€lOR~ s Poraturan B~
~l:l=Iafl.jtlt€lFlgaFl 

SAS---XI 
ga"j-E+APAN----RET-Rmust 

Pasal 14 
~~S€lfckc8:f+---S-PdORRsel3 agaimaAa €li ma!<;slJ€G €lala Ffl 

PBsal 13 ayat (41~aA==fetfiIilElsi tGfUtaAg40ngan 
~kaA SKRO ata~okIclFA€ln laiR yang 
€liJi)ersamaj~ 

(2)	 /\!'looUa=OOffiasarckaR ha~mGfiksaan €lEm--ditomwl<aFl 
~taw data yang sOmYla l3elwFfl terun§!l<aJi) yaA§! 
m0f"l¥@babkaf+c~flam-bahan= ju~i yang 
te~, maka dikeluaFkan SKRDKB=F: 

(Jf= Sentwl<, isi €laR tata €Ora ponerlcJitan SKRg ataw 
ookwm€n lain yaR§--=4ipersamakoR selilagaimana 
€Umak~da oyat (1) €lap! £KROf<ST sobagoimana 
d-tmal<soo (2) diattlr lebih IORjwt Q@ngaR Peratwran 
BW!'lati. 

BAS XU7	 I Penetapan 
TATi\ CARl'. PEMU~IGUTAN
 

Tempat
 
Pembayaran, 

Pasal15
 
Pembayaran,
 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.I (1)
Angsuran dan (2) Retribusi dipungut dengan menqqunakan SKRD atau 
Penundaan dokumen lain yang dipersamakan 

4 5 

Pasal 13 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga tidak memerlukan 
pendataan dari wajib 
retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

Pasal 14 dihapus karena 
pemungutan Retribusi 
Tempat Rekreasi dan 
Olahraga tidak memerlukan 
pendataan dari wajib 
retribusi sehingga tidak 
memerlukan dokumen 
SPdORD. 

BAS XII Judul Bab dan Pasal 15 
PENETAPAN PEMBAYARAN, TEMPAT disempurnakan 

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN 
PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 15 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

Pembayaran I (3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana I (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRO 
dirnaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis. kupon, I atau dokumen lain yang dipersarnakan. 
dan kartu la~anan.___ _______~_~ L_ 
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(4)	 Oala~~ VVajib ----R~rn.s~=terteAt14=4idal< memb~ I (3) 
t~wa----- wal<t14flya a~~<14raF19 FF1emooyaF, 
ffik~fR3kan sanl(~&tHi&t=OONP~~f 

2Jl4~a=-pc+seA)--=-sclia-pb14larl~a#=reffibYs4afl~ 

t&util~~t~ay-ar safl=OO:agrn 
OOflga~ 

€51=~~~ma~-Elt 
~~a~€leA§}OflSurat Te9UFaf'F. 

BAB XIU 
:rATA CA~-MSA¥ARAN=QAN P-E-NAGIWAN 

Pasal 16 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 

(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, ~~==€iQfl 

BTRD. 
(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat 

pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati 

Penagihan	 -Rasa117 
(1)	 RetribYsi terutan9 l3erdasarl<aA SKRD ataU€l~ 

latn )'an§lqiipersaFF1ol<Qfl, SKRDKBT, laTRD san S14rat 
~~a-rlg mOAyc@ol3l<on jurnlat:l 
retfi13usi lang horus €lIDa¥aF bertombah -;ran@ ti€lal< atau 
~f1g€libayar Gleh VVajffi=Ret~at ~ 

~I\ii ~adan Ur-tl&an Piutafl9=wn Lelong NGgafa 
fBPULf'J). 

(2)	 Pen~meklllJi BPUk~qiilal<sanakafl 

bor€lasarl<oA --poraturaFl=----~~6angan 
oorlakbh­

~ ..L	 ~ 

--~-- ~--------- - -- -. 5 
4 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1), dapat berupa karcis, 
kupon, dan kartu langganan. 

I (4)	 Hari pemungutan retribusi, sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke
 
Kas Daerah.
 

I (5)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan
 
Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
 
Bupati.
 

Pasal16	 ,JUdUI Bab dihilangkan dan 
(1)	 Pembayaran retribusi yang terutang harus Pasal 16 disempurnakan 

dilunasi sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat­


lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
 
dipersamakan.
 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
 
pembayaran, angsuran dan penundaan
 
pelayanan retribusi diatur dengan Peraturan
 
Bupati.
 

BAS ...	 I Pasai 17 diubah menjadi Bab 
dan Pasal yang mengatur 

Pasa!... 
PENAGIHAN 

tentang penagihan 
(1)	 Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau
 

kurang bayar dilakukan dengan menggunakan
 
STRD.
 

(2)	 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
 
dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat
 
Teguran.
 

y~ I (3) Pengeluaran Surat Teguranfperingatan/Surat 
lain yang sejenis sebagai tindakan awal 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 
setelah ... (.) hari sejak jatuh t. anggal dan jatuh I

--.L tempQ.P~mbayarail.:. ~ ~n _ L 
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9 Keberatan PasalW 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRO atau 
dokumen lain yang dipersamakan ~KB~dan 

SKRDLB. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3) Oalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas 

ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRO atau dokumen lain yang 
dipersamakan, ~DKS+ dan SKROLB diterbitkan, kecuali 
jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna keadaan di IUClr 
kekuasaannya 

(4) Oalam jangka waktu.. (..) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang ejenis, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal ... 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 
SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan dan 
SKROLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Oalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas 
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi 
tersebut 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRO atau 
dokumen lain yang dipersamakan dan SKROLB 
diterbitkan, kccuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat ·1 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

a. Pasal 19 ayat (1) dan ayat 
(4) Raperda disempurnakan 
dengan menghapus 
dokumen SKROKBT. 

b. Urutan pasal disesuaikan. 

~sa~ 

("11 POfmoh@f1an peAg&mBa#tin --kelesil:1an pemba"afil1"l 
~an sooora t~engan 

ooI<Wfi~-Iwffifl~~FI%f~M~f¥ 

~an alamatoWaji13 Retfib\;l~ 

&==ma~sij 

~amya--4(el@siflafl p@mbayaFaf¥,dan 
~~saIHiingkat--da~ 

~~AgemooJiafl~bih~mW;'aran FQtrisblsi 
disampclikafl=seGaffi~fl§stlR%=3tau~lu~~ 

(-3t ~blkti peFl-€Fiman ===ol€:~ja~tlaeFal:l ~ookti 

~an~€atat·~~ti~ 

Gitef;ima~l€:hB 10113 att 

Pasal 23 dan Pasal 24 
dihilangkan karena dalam Pasal 
22 ayat (7) Raperda Tata cara 
pengembalian kelebihan 
pembayaran retribusi 
diamanatkan diatur dengan 
Peraturan Bupati 
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Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

10 

Penyidikan11 

L__~ ._
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Pasal 2<1 
(1) PoogembaNoo 1<@lebinan F€ltribwsi dilab:ll<an--4Emgoo 

~~~--eAAtail=Mcmbayar~ 

RetAbYsk 
(2+---=Apabffa- -¥&!ebiAilft~yaf-afl ret-fibw;i 

e~~~~P==lltang retribwsi lainnya-c 
se@~ajm-ana d#n-ak~am--- Pas-at-- 22 ayat (4), 
pGmsayaFa~~gan €iaFa pornindah~ 

dan bwl<ti fiJOffiiOOahbukttaniuga berlal<w sebagai byl<ti 
130msayar-afu 

BAB XIX
 
KEDALUWARSA R-EN/\G!WAN
 

BABXX
 
PENYIDIKAN
 

Pasal 28 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ~9~1 tonta~Hukum 

Acara Pidana. 
(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 (satu) adalah : 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laparan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi aqar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

BAB XIX 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRISUSI YANG 

KEDALUWARSA 

Pasal. ... 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karen a hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). 

(3)	 Tata cara penghapusan piutang retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan 
Bupati 

BABXX
 
PENYIDIKAN
 

Pasal28 
(1) Pejabat	 Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada	 ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 

Judul bab disempurnakan 

Tambahkan pasal baru 

Pasal 28 disempurnakan 

I­

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. I 

____ __L
 ________.......J
 
--~------ --- --.-.---- ------ ._--------- .- --~---------_._------------
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b.	 meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi ~; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

d.	 memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen­
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 
meninggalkan ruang atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana retribusi; 

i.	 memanggil orang untuk didenqar keteranqannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan;dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dan 
orang pribadi atau Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang, 
benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 
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Ketentuan Pidana 12 

13 I	 Ketentuan 
Peralihan 
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Pasal2,Q 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
tidak/kurang dibayar; 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pelanggaran. 

Pasal 30 
Pada sa at Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi 
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang 
lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini 
masih dapat ditagih selama jangka waktu !'j (Iiffia) tahun 
terhitung sejak saat terutang. 

4 

i. memanggil orang 
keterangannya dan 
tersangka atau saksi; 

untuk 
diperiksa 

didengar 
sebagai 

j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal	 ... 
(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 

5 

1.	 Pasal 29 Raperda 
disempurnakan dengan 
menambah 1 (satu) ayat 
yang mengatur 
penerimaan atas denda 
pidana, sesuai dengan 
Pasal 178 UU No. 28tidak/kurang dibayar.	 .~ 

(2)	 Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Tahun 2009. 
adalah Pelanggaran. . Urutan pasal agar 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan. 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal 30 disempurnakan
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
 
Retribusi yang masih terutang berdasarkan
 
Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur
 
dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih
 
selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
 
saat terutang.
 

Pasal30 

~---
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Pasal32 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan ~ 

Tahyn 2Q03teAklA§l Peru-bahan PertaA1a PerotyraA Daefa~ 

~f}aten LaA1f3u~ Nemer 15 Tahun 1999 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal33 
Peraturan Daerah rru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
Agar setiap orang ~t rnenqetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Pasal32 
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat 
Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun.... Nemer .. , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nornor. ..) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal33 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

GllBER 

-·-1
I Pasal 32 disempurnakan 

Pasal 33 disempurnakan 




